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MOTTO

”Jika Anda dapat memimpikannya, maka Anda dapat melakukannya”

(Walt Disney)
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RINGKASAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia
hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu
berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik
secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Manusia
menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya dan manusia akan hidup tenteram
dan damai jika mereka dapat menggunakan hak - hak dan kewajibannya berdasar
dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat.Sejalan dengan keadaan tersebut,
maka kebijakan menegnai masalah tanah secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat (3)
Undang - Undang Dasar 1945 dan dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar
kemakmuran rakyat.

Dengan mengangkat tema Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Tanah Dalam
Sertifikasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria,
penulis mengkaji secara detail pendaftaran tanah secara massal atas tanah Negara
melalui proyek operasi nasional agrarian (PRONA). Adapun permasalahan yang
dibahas oleh penulis adalah (1) pendaftaran sertifikat tanah secara massal sudah
berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (2) Pensertipikatan Tanah (Hak milik) secara massal dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Metode pendekatan masalah
yang dipergunakan dalam membahas penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu
membahas aspek - aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang - undangan sebagai data yang mempunyai kekuatan mengikat.

Pendaftaran sertifikat tanah secara massal sudah berdasar ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah Pemerintah dalam
melaksanankan kegiatan pendafataran tanah diwajibkan berdasar pada ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Pasal 12 ayat (1) berupa: Pengumpulan dan pengolahan data fisik,Pengumpulan
dan pengolahan data yuridis serta pembukuannya, Penerbitan sertifikat,Penyajian data
fisik dan yuridis, dan Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pensertipikatan Tanah (Hak milik) secara massal dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah adalah Bagi pemegang hak atas
tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya,
sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang
namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan
sebaliknya di Pengadilan dengan alat bukti lain. Sertifikat tanah yang diberikan akan
memberikan peran dan arti penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat
berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah apabila ada persengketaan terhadap tanah
tersebut ataupun dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan suatu hutang kepada
bank.
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Saran kepada Masyarakat, hendaknya lebih menyadari bahwa betapa
pentingnya sertifikat tanah. Untuk itu diharapkan masyarakat mau membantu untuk
memperlancar penyelenggaraan pensertifikatan tanah secara massal yang diadakan oleh
kantor Badan Pertanahan Nasional melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat
manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan
hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan
tanah.! Manusia menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya dan manusia
akan hidup tenteram dan damai jika mereka dapat menggunakan hak - hak dan
kewajibannya berdasar dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan,
maka didalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.? Berdasarkan
hal tersebut, maka Negara selaku badan penguasa atas bumi, air, ruang angkasa,
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang dan mengatur
dalam rangka mencapai sebesar - besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. UUPA
selanjutnya menyatakan bahwa Negara menentukan macam-macam hak atas tanah
yang diberikan kepada orang maupun kepada badan hukum. Oleh karena itu setiap
pemegang hak atas tanah akan terlepas dari hak penguasaan Negara. Karena
kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu atau kelompok, meski
itu bukan berarti bahwa kepentingan individu atau kelompok dapat dikorbankan
begitu saja dengan alasan untuk kepentingan umum.

Demi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang
lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum
yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari

terjadinya persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun

! Elza Syarief, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah, Jakarta, Gramedia, him. 1.
2 Elza Syarief, 2012, Ibid, him. 103.
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perbuatan - perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya.® Sehingga untuk
mencegah terjadinya sengketa tanah, pada tanggal 24 September 1960 telah
diterbitkan suatu kebijakan hukum yang mengatur bidang pertanahan. Sebagai
landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang pertanahan, yaitu
dikeluarkannya Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Semenjak diberlakukannya UUPA, menurut Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Joyo Winoto, tidak ada lagi produk hukum baru di bidang
pertanahan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum selama setengah abad dan
disisi lain sengketa tanah terus bertambah. bila perkara tanah terus bertambah di
Indonesia. Penyebabnya populasi Indonesia terus bertambah, Biro Pusat Statistik
pada Agustus 2010 mengumumkan ada sebanyak 237,5 juta jiwa sementara
jumlah tanah praktis tak berubah. Penduduk yang bertambah dengan sendirinya
membutuhkan tanah yang lebih luas pula untuk bermacam keperluan.® Permintaan
yang tinggi tanpa diimbangi dengan pasokan yang setara niscaya hanya akan
melahirkan krisis dan pergesekan ekonomi masyarakat. Apa lagi sebagian besar
pengusaha perkebunan, kelapa sawit, industri, dan perkotanaan sangat
membutuhkan tanah untuk mengolah tanah. Demi untuk mencapai skala ekonomis
yang sangat besar. Untuk itu pemerintah perlu mengatur struktur penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) agar dapat mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia® dan mewujudkan sebesar-besar
kemakmuran rakyat.’

UUPA telah memberikan kepastian hukum akan hak atas tanah dengan
meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah
yang ada di seluruh Indonesia. Disamping bagi para pemegang hak untuk

mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang

* R. Soeprapto, 1986, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Gramedia, Jakarta, him. 5.
* Kompas 24 september 2010, Diakses pada tanggal 14 April 2015, Pukul 09.00 WIB.

® Elza Syarief, 2012, Op. Cit, him. 3.

® pancasila Sila kelima

" Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
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berlaku. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan UUPA Pasal
19 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketetapan di atas mengandung pengertian bahwa hal-hal yang menyangkut
kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan
pendaftaran tanah. Baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh Badan
Hukum ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah
yang dikuasainya atau yang dimilikinya.

Ada beberapa kondisi yang menggambarkan masalah pertanahan tersebut,

antara lain:®

1. Semakin maraknya konflik dan sengketa tanah;

2. Semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah
pada sekelompok kecil masyarakat, dan

3. Lemahnya jaminan kepastian hukum atas pemilikan,
penguasaan dan penggunaan tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah yang bertugas sebagai
penyelenggara dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, kiranya perlu dibentuk suatu
badan yang berfungsi untuk menangani masalah yang berkaitan dengan
pertanahan, maka dibentuklah Badan Pertanahan Naional (BPN) berdasar
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan
Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertugas membantu
presiden mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang meliputi
pengaturan, penguasaan dan kepemilikan tanah, pengurusan hak tanah,
pengukuran dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta hal - hal lainnya yang
berkenaan dengan masalah pertanahan yang berdasarkan kebijakan yang

ditetepakan oleh presiden.

8 Elza Syarief, 2012, Op. Cit, him. 8.
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Maka setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak atas tanah
dihimbau oleh pemerintah untuk segera mendaftarkan tanahnya dikantor
pertanahan setempat. Dapat melalui pendaftaran tanah sistematik maupun
sporadik, guna diterbitkannya surat tanda bukti hak atas tanah untuk mewujudkan
adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji
secara lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan mengangkat
permasalahan tersebut dalam proposal berjudul:

PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS
TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL
AGRARIA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pendaftaran sertifikat tanah secara massal sudah berdasar
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah ?

2. Apakah tindakan pensertifikatan tanah (Hak milik) yang dihasilkan
melalui prona dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang
hak atas tanah ?

1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan Umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Jember.

2. Sebagai sarana satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi

didalam kehidupan dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3. Memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan wawasan Yyang
bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, khususnya
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah

1. Mengetahui dan memahami pendaftaran tanah secara massal sudah
berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

2. Mengetahui dan memahami tindakan pensertifikatan Tanah (Hak milik)
secara massal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang
hak atas tanah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan
karya tulis yang bersifat ilmiah yang bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran
yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penulisan digunakan
untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan - bahan hukum yang diperoleh
sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi, berdasarkan hal tersebut maka penelitian
harus tepat agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dicapai.

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta
apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai
dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.® Penelitian hukum merupakan suatuu
kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai
kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkankan isu

hukum yang dihadapi.® Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan agar

% Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, him.
47.
19 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Ibid,. him. 60.
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dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penulisan dalam
penyusunan proposal ini, yaitu :
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis
normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan
sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta
doktrin (ajaran).** Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum
sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif
tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan
sistem norma sebagai pusat kajiannya. Penelitian normatif hanya berhenti pada
lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai

pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.*?

1.4.2 Pendekatan Masalah
Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan
masalah digunakan dalam proposal ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan
suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.*®

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan
beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan -
pandangan dan doktrin - doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum,
konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi.**

11 peter Mahmud Marzuki, 2013, Ibid

12 peter Mahmud Marzuki, 2013Ibid,. him. 60.

13 Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keenam,
Malang, Bayumedia Publishing, him 165.

' Peter Mahmud Marzuki, 2013, Op.Cit,him. 135.
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1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai
apa yang seyogianya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

proposal ini adalah :*

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.** Adapun yang termasuk dalam bahan
hikum primer yang akan dipergunakan untuk mengkaji setiap permasalahan dalam
penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa rancangan
perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar
(koran), pamplet, lefleat, brosur, dan berita internet. Bahan hukum sekunder yang
terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip — prinsip
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai
klasifikasi tinggi."’

15 peter Mahmud Marzuki, 20131bid,. him. 181.
18 peter Mahmud Marzuki, 20131bid
17 peter Mahmud Marzuki, 2013, Ibid,. him. 182.
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1.4.6 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum,
penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila
dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai
ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan
penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai

relevansi dengan topik penelitian.*®

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, telah dikemukakan bahwa penelitian hukum bukan
untuk menguji hipotesis. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari penelitian
hukum menghasilkan diterimanya atau ditolaknya hipotesis. Dengan
menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum sebagai
penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang
diajukan®

Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang
ada dengan didasarkan pada konstitusi atau aturan-aturan yang lebih tinggi
kedudukannya. Tahapan-tahapan analisis ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi
hal-hal yang relevan dengan permasalahn.

2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah.

3. Menganalis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang

telah dikumpulkan.

Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan

Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah

dibangun berdasarkan konsisten dalam kesimpulan.?

o s

18 peter Mahmud Marzuki, 2013, Ibid,. him. 183.

% Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, him. 203.

20 Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keenam,
Malang, Bayumedia Publishing, him. 171.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendaftaran Tanah
2.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal
1 adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah
secara terus dan teratur, berupa pengumpulan data yang ada di wilayah-wilayah
tertentu, pengumpulan data tertentu, mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di
wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpangan dan pengajian bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.?!
Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam UUPA pasal 19 ayat (2) yaitu
rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan tersebut

3. Pembuktian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagian
pembuktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah yang berupa pengukuran, pemetaan dan
pembukuan tanah akan menghasilkan pula peta-peta pendaftaran tanah dan surat-
surat ukur yang berisi keterangan tentang tata letak, luas dan batas-batas
pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah berupa pendaftaran atas
tanah dan peralihan hak akan diperoleh keterangan mengenai status dari tanah
yang didaftarkan serta beban-beban apa yang ada diatasnya. Kata teratur dimaksud
menunjuk pada semua kegiatan harus berdasarkan atau berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan yang sesuai.?

Pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang harus dilakukan berkaitan
dengan jual beli tanah dan bangunan seperti membeli tanah sawah. Ketentuan ini

juga berlaku peristiwa dan perbuatan hukum lainnya yang berakibat terjadinya

2l Hj Liliek Istigomah & Bhim Prakoso, 2014, Diktat Untuk Mahasiswa Hukum Kepemilikan
Tanah, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, him. 25.

°2 Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah, Jakarta; Djembatan, him. 357.
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peralihan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain. Contohnya waris, hibah,

tukar-menukar dan hibah wasiat.

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah Pasal 2, menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan

berdasarkan asas yaitu:

1.

Asas Sederhana

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya
maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang
hak atas tanah.

Asas Aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas Terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan
dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

Asas Mutakhir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan
datanya.

Asas Terbuka

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau
memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis
yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten/kota.

2.1.2 Tujuan Pendaftaran Tanah

Secara lengkapnya tujuan pendaftaran tanah telah dirumuskan dalam PP
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 3, sebagai berikut:

1.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun dan hak-hak lain yang terdaftar. Yaitu dengan diberikan
sertifikat tanah dengan mudah membuktikan diri sebagai
pemegang hak tersebut.

Untuk menyediakan informasi kepada Badan Pertanahan
Nasional mengenai data fisik dan data yuridis dari bidang
tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar diinformasikan
atau dipublikasikan kepada umum.

Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan, yaitu
setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk
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peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanag wajib
terdaftar.

Pengertian kepastian hukum pemegang hak atas tanah, dibagi menjadi 2 macam
yaitu meliputi:*®
1. Kepastian mengenai subjeknya
Yang dimaksut dengan kepastian hukum menurut subjeknya adalah
kepastian mengenai siapa pemilik tanah tersebut. Hal ini sangat
diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan
agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.
Mengenai ada tau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain
yang diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan
suatu tindakan atau perbuatan tertentu untuk menjamin panguasaan
dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.
2. Kepastian mengenai objeknya
Adapun yang dimaksud dengan kepastian objek disini adalah
kepastian mengenai bidang teknis yaitu kepastian mengenai letak,
luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan

untuk mengindari sengketa dikemudian hari.

2.1.3 Objek Pendaftaran Tanah

Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah maka
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Obyek pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 9 meliputi::

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;

Tanah hak pengelolaan;

Tanah wagqaf;

Hak milik atas satuan rumah susun;

Hak tanggungan;

Tanah Negara.

o B WD

23 Boedi Harsono, 2007, Ibid,. him. 453.
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2.1.4 Sistem Pendaftaran Tanah

Untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin
kepastian hukum maka didalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dikenal 2
sistem pendaftaran tanah :
1. Sistem Positif

Pada sistem ini apa yang tercantum didalam buku pendaftaran tanah dan
surat-surat tanda bukti yang dikeluarkan pada pendaftaran tanah merupakan alat
pembuktian yang mutlak.? Surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat sehingga keterangan-keterangan yang tercantum
didalamnya mempunyai kekuatan yang harus diterima oleh hakim sebagai
keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang
membuktikan sebaliknya. Ciri - ciri pokok sistem positif adalah pendaftaran tanah
atau pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin dengan sempurna bahwa nama
yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah.
2. Sistem Negatif

Pada sistem ini pendaftaran tanah adalah suatu sistem bahwa kepada si
pemilik tanah diberikan jaminan lebih kuat. Menurut sistem negatif ini segala apa
yang tercantum didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dibuktikan suatu
keadaan yang sebaliknya di muka sidang pengadilan. Ciri - ciri pokok sistem
negatif adalah pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah tidaklah
menjamin bahwa nama - nama yang terdaftar dalam buku tanah dan tidak dapat
dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik yang sebenarnya.
2.2 Sertifikat Hak Atas Tanah
2.2.1 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah

Tanah merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT yang
sengaja diciptakan untuk tempat bermukimnya mahluk hidup dalam
melangsungkan kehidupannya.”®> Pengertian ini memberikan makna bahwa
manusia sebagai mahluk hidup sangat membutuhkan tanah, baik digunakan sebagi

tempat tinggal, tempat bercocok tanam, maupun untuk tempat usaha lainnya,

" K. Wantjik Saleh, 1977, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, him. 64.
% Elza Syarief, 2012, Op. Cit, him. 4.
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sementara persediaan lahan yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu ada
kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan
bidang-bidang tanah tertentu termasuk mengusahakan status hak kepemilikannya.

Pada dasarnya istilah “sertifikat” itu sendiri berasal dari bahasa Inggris
(certificate) yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Dengan pemberian surat keterangan berarti Pejabat yang
bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang.?® Sertifikat
merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan
Buku Tanah yang bersangkutan. Penerbitan sertifikat hak atas tanah bahwa telah
menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak atas suatu bidang tanah,
ataupun tanah seseorang itu dalam kekuasaan tanggungan, seperti sertifikat
Hipotek atau Creditverband, berarti tanah itu terikat dengan Hipotek atau
Creditverband.”’

Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga
Sertifikat Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1
(satu) sampul. Sertifikat tanah memuat:?

a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan
beban yang ada di atas tanah;

b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang
hak.

Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat 1l
(Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk
pendaftaran pertama kali (recording of title) atau pun pendaftaran berkelanjutan
(continious recording)®® yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari

negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat

%6 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Jakarta,
Kencana, him. 162.

%7 Urip Santoso, 2010, Ibid, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, him. 170.

%8 K. Wantjik Saleh, 1977, Op. Cit, him. 64.

?° Urip Santoso, 2010, Op.Cit, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, him. 173.
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tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila

dipersengketakan.

2.2.2 Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa sertifikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti, bahwa selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya, dat fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima
sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari
maupun dalam berperkara dipengadilan.

Fungsi sertifikat hak atas tanah terhadap pemegang hak atas tanah, antara
lain:®

a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak baik oleh
manusia secara perorangan maupun suatu badan hukum;

b. Merupakan alat bukti yang kuat bahwa subyek hukum yang
tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak
sesungguhnya, sebelum dibuktikan sebaliknya atau telah lewat
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tanah;

c. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak atas
tanah serta status hak atas tanah tersebut.

2.3 Pengertian Tanah Negara

Pengertian Tanah Negara menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Tanah Negara adalah
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak atas tanah.” Berdasarkan pasal ini, tanah yang dikuasai oleh Negara yang
sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa negara bukan
pemilik dari bumi, air dan ruang angkasa ataupun kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.

Sebutan untuk “Tanah” ( land ) dapat mempunyai arti yang berbeda
tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk mengartikannya. Dalam konsep

hukum tanah tidak sekedar permukaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi

% K. Wantjik Saleh, 1977, Ibid,. him. 72.
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yakni ruang angkasa, permukaan bumi dan dibawah tubuh bumi.*! Tanah Negara
seperti hal sebutan tanah yang lain misalnya tanah milik dan sebagainya, hal ini
menunjukan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya
yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan
antara subyek dan obyek yang bersangkutan.*> Dalam pengertian tersebut maka
jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah negara sebagai subyek
mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Hubungan
hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.

Tanah-tanah Negara dapat dibagi atas dua bagian yaitu:*

1. Tanah Negara bebas (Vrij Staatsdomein) artinya tanah Negara
yang tidak terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

2. Tanah Negara tidak bebas (Onvrij Staatsdomein) artinya tanah
Negara yang terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan
bahwa, dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan hak menguasai dari Negara
dimaksut dalam ayat (1) pasal ini adalah:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, objek penguasaan tanah oleh
Badan Pertanahan Nasional meliputi:*

1. Tanah Negara bebas

2. Tanah bekas hak erpacht (pemberian wewenang atas tanah)

3. Tanah bekas Hak Guna Usaha yang berakhir waktunya dan
tidak diperpanjang oleh penerima haknya atau telah dicabut
oleh pemerintah

4. Tanah bekas hak adat

3! Supraba Sekarwati Widjayani, 2007, Bank Tanah dalam Konsep Hak Menguasai Negara,
Jakarta: CV. Armico, him. 3.

%2 Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Jakarta, Citra Media, him. 101.
%3 Supraba Sekarwati Widjayani, 2007, Op. Cit, him. 125.

% Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, 2005, Tanah Obyek Laind Reform di Indonersia, him.
25.
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5. Tanah bekas grogolan
6. Tanah-tanah kehutanan dikerjakan oleh rakyat dan telah
dilepasnya haknya oleh instansi yang bersangkutan.

Secara konsep hukum, sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki
ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti atau makna berbeda
dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama
dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau

menguasai dalam arti “possession”®

makna yuridisnya adalah tanah tersebut
dikuasai seseorang secara fisik dalam arti faktual digarap, dihuni, namun belum
tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut.
Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut di miliki atau kepunyaan
dalam arti “Ownership”*® dalam pengertian yuridis. Dapat diartikan bahwa tanah
tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan
berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut.
2.4 Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, ialah
singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu
bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses
administrasi pertanahan yang meliputi: adjudikasi, pendaftaran tanah sampai
dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan
secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.
Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses
pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program Catur
Tertib di Bidang Pertanahan.*’

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah
pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap
lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan

secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan

%> Supraba Sekarwati Widjayani, 2007, Op. Cit, him.150.

3¢ Supraba Sekarwati Widjayani, 2007, Ibid,. him. 151.

%7 Badan Pertanahan Nasional, 2005, Buletin Pertanahan Nasional, Edisi Il, Jakarta, Badan
Pertanahan Nasional, him. 187.
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PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses
yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran
tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah
pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau
daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam
Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995
tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat
Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak
Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek
Operasi Nasional Agraria.

Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut:

Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat,
penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-
tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi
Nasional Agraria dalam rangka persertifikatan tanah secara
masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan
kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada
penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya
administrasi.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan
menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan
kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan
biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan
tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta
PRONA.
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3.1 Pendaftaran Sertifikat Tanah Secara Massal Berdasar Ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pendaftaran sertifikat tanah merupakan suatu kebutuhan yang paling
penting terhadap pemegang hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat tanah,
pemilik tanah dapat merasa aman dan dapat menggunakan tanahnya secara bebas
tanpa ada keraguan. Berdasarkan hal tersebut, maka negara selaku badan
penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya berwenang dan mengatur dalam rangka untuk mencapai sebesar -
besarnya kemakmuran Indonesia. Yang dimaksudkan bahwa Negara mempunyai
kekuasaan mengatur tanah - tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan
hukum maupun tanah - tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan
hukum akan langsung dikuasai oleh Negara.*®
UUPA selanjutnya menyatakan bahwa Negara menentukan macam -
macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun kepada badan
hukum. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah akan terlepas dari hak
penguasaan Negara karena kepentingan nasional berada diatas kepentingan
individu atau kelompok.*® Akan tetapi, seiring berjalannya waktu sengketa
pertanahan muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang
kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan
antara lain:*

1. Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib. Administrasi
pertanahan mempunyai peranan Yyang sangat penting bagi upaya
mewujudkan kepastian hukum. Penguasaan dan kepemilikan tanah pada
masa lalu, terutama terhadap tanah milik adat, seringkali tidak didukung

oleh bukti - bukti administrasi yang tertib dan lengkap.

** Supraba Sekarwati Widjayani, 2007, Op.Cit, him 46.
% Elza Syarief, 2012, Op. Cit, him 5.
*° Op. Cit, him 25.
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2. Peraturan perundang undangan yang saling tumpah tindih. Kurang
terpadunya peraturan perundang - undangan di bidang sumberdaya agraria
dan sumber daya alam dengan peraturan dibidang pertanahan, bahkan
dalam beberapa hal terlihat bertentangan, sering menimbulkan konflik
penguasaan, pemilikan, pemggunaan dan pemanfaatan tanah.

3. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten. Akibat tidak
sinkronnya pengaturan tersebut timbul konflik kewenangan maupun
konflik kepentingan, sehingga sering kali hukum pertanahan kurang dapat
diterapkan secara konsisten dan ini sanagat mempengaruhi kualitas
jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Ditengah era
reformasi terlihat kurang adanya harmonisasi dalam rangka mewujudkan
tuntutan reformasi, yaitu supremasi hukum, keterbukaan dan keberpihakan
pada kepentingan rakyat. Dari ketiga hal tersebut, supremasi hukum
kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dari segenap elemen
bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya penyelesaian masalah
yang lebih mengedepankan pada dasar kekuatan massa, pengerahan massa
dibanding dengan dasar peraturan yang lebih menekankan pada aspek
legalitas yuridis.

4. Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen.
Penegakan hukum merupakan bagian penting upaya untuk memberikan
jaminan kepastian hukum khususnya untuk menghindari semakin
merajalelanya pendudukan tanah, pemalsuan surat - surat bukti

penguasaan tanah, penyerobotan tanah perkebunan dan sebagainya.

Sebagaimana dalam ketentuan UUPA Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.” Dengan ketentuan tersebut, demi terlaksananya
Pendafatran Tanah yang baik dan teratur maka Pemerintah membuat suatu
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang
diamaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak tas
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tanah dan sebagai program tertip administrasi pertanahan diseluruh wilayah
Indonesia. Sehingga dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dalam Pasal

1 diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah yang berbunyi:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran
tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah
secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.
Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas prakarsa pemerintah, maka kegiatan
tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri.*
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal.
Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.*
Oleh sebab itu, agar kebijakan pertanahan dapat berjalan berdasar dengan yang
diharapakan, maka Pemerintah dalam melaksanankan kegiatan pendafataran tanah
diwajibkan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tahapan yang dilakukan Pemerintah dalam

kegiatan Pendaftaran Tanah sebagi berikut:

* Florianus SP Sangsun, 2007, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: Visimedia, him. 24.
*2 Florianus SP Sangsun, 2007, lbid, him. 25.
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Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali menurut Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) berupa:

Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuannya
Penerbitan sertifikat

Penyajian data fisik dan yuridis, dan

Penyimpanan daftar umum dan dokumen

> o0 o

. Pengumpulan dan pengolahan data dan fisik
Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama yang
dilakukan adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan lokasi. Kegiatan ini
meliputi:
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Kegiatan pendaftaran secara sistematik disuatu wilayah yang ditunjuk
dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, dalam pelaksanaan
pendaftaran secara sistematik, pendaftaran juga digunakan untuk memetakan
bidang - bidang yang sebelumnya sudah didaftarkan.*

Penyiapan peta dasar diperlukan untuk setiap tanah yang didaftarkan
dijamin letak secara pasti, karena dapat direkontruksi di lapangan setiap saat.
Untuk maksud tersebut diperlukan adanya teknik - teknik nasional.** Titik yang
dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari
suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi
sebagai titik kontral atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi
batas.

Di wilayah - wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah secara
sporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran yang dimaksudkan.
Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut bidang tanah yang dapat diketahui
letaknya dalam kaitannya dengan bidang - bidang tanah yang lain dalam suatu
wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan sertifikat ganda atas
suatu tanah. Hal - hal yang menyangkut dengan peta dasar pendaftaran tanah
tersebut diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Pasal 15 dan 16 dan mendapat

* Hj Liliek Istigomah & Bhim Prakoso, 2014, Op.Cit, him 29.
** Boedi Harsono, 1989, Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan.
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, him 72.
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peraturan lebih lanjut dan rinci dalam pasal 12-18 Peraturan Menteri No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
2. Penetapan batas - batas bidang tanah

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang
akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya batas - batasnya menurut
keperluannnya ditempatkan tanda - tanda batas setiap bidang tanah yang
bersangkutan. Didalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas
kesepakatan para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk tertata
dengan baik bagi bidang-bidang yang semula kurang mendapat bentuk dari bidang
tanah tersebut.”®

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang
belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar
situasinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan
penunjukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan
dan sedapat mungkin mendapat persetujuan dan pemilik hak atas tanah yang
berbatasan. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru
oleh Negara (Badan Pertanahan Nasional) dilakukan sesuai dengan ketentuan
tersebut diatas atau penunjukan instansi yang berwenang.*®

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 diadakan
ketentuan jika dalam penetapan batas bidang - bidang tanah tersebut tidak
diperoleh kesepakatan antara pemegang hak yang bersangkutan dan pemegang
hak yang berbatasan atau pemegang hak tidak bisa hadir, biarpun sudah diadakan
pemanggilan. Merupakan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk
menempatkan tanah yang dipunyai dan selanjutnya memeliharanya. Mengenai
pemasangan tanda-tanda batas bidang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Pasal
17-19 dan mendapat pengaturan lebih rinci dalam Peraturan Menteri No. 3 tahun
1997 Pasal 19.

*> Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 17
“6 peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 18
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3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran

Pada bidang - bidang tanah yang sudah ditetapkan batas - batas diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Untuk bidang tanah yang
luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri, dengan
menggunakan data yang diambil peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanag
yang dipetakan.*’ Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sproradik belum
ada peta dasar prndaftaran tanah dapat digunakan peta lain, sepanjang peta
tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan pendaftaran misalnya peta
instansi pekerjaan umum atau instansi pajak. Dalam keadaan terpaksa karena tidak
adanya peta dasar pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang
tanah sekeliling yang berbatasan, sehingga letak relatif tanah itu dapat ditentukan
dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 20.

Pengukuran tersebut diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan
batas - batas tanah yang bersangkutan. Mengenai dilakukannya pengukuran
sementara itu dan belum diperoleh suatu kesepakatan mengenai penetapan batas
tersebut, maka dibuatkan suatu berita acara.*® Dalam gambar ukur sebagai hasil
pengukuran dan dilakukan, dibutuhkan catatan atau tanda yang menyatakan
bahwa batas-batas tersebut merupakan batas-batas sementara, dengan demikian
kegiatan pengukuran batas-batas tersebut merupakan batas-batas sementara,
dengan demikian kegiatan pengukuran dan pemetaan tersebut dapat ditangguhkan.

4. Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan
nomor pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah.*® Daftar tanah dimaksudkan
sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan
penunjukan ke nomor surat bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik
hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaan dikemudian hari.

* Boedi Harsono, 1989, Ibid, Djambatan, Jakarta, him 74
*® A.P. Parlindungan, 1994, Op.Cit, Bandung: Mandar Maju, him 90.
* Boedi Harsono, 1989, Op.Cit, Djambatan, Jakarta, him 75..
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5. Pembuatan surat ukur
Untuk keperluan pendaftran haknya, bidang tanah yang sudah di ukur serta

dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur. Surat ukur memuat data
fisik yang diambil dari peta dengan skala yang biasa berbeda.”® Untuk wilayah-
wilayah pendaftran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftran,
surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai hasil dari sebagai mana yang telah
diatur didalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 20. Bentuk, sisa, cara pengisian,
penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur diatur didalam Peraturan Menteri No. 3
tahun 1997 Pasal 156-161 yang isinya berupa Pembuatan Surat Ukur.

B. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara

pembuktian hak - hak baru dan hak - hak lama. Hak - hak baru ialah hak - hak
baru yang baru diberikan atau diciptakan sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997.
Sedangkan hak lama ialah hak - hak atas tanah yang berasal dari konversi hak -
hak yang ada pada waktu UUPA dan hak - hak yang belum terdaftar menurut PP
No0.10 Tahun 1961.

1. Hak-hak baru
Menurut PP No.24 Tahun 1997 Dalam pasal 23 ditentukan, bahwa untuk
keperluan pendaftaran:

a. Hak atas tanah baru data yuridisnya dapat dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang memberikan hak
yang bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku apabila
pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah
pengoalaan, yang dapat diberikan secara individual, kolektif
atau secara umum

2. Asli akta PPAT yang memeuat pemberian hak yang
bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak
pakai atas tanah hak milik

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan pemberian hak pengelolaan oleh

pejabat yang berwenang.
c. Tanah waqaf dibuktikan dengan penetapan ikrar wagaf. Ditinjau dari objek

pembukuan tanah wagaf merupakan pendafataran tanah untuk pertama

*% Boedi Harsono, 1989, Ibid, Djambatan, Jakarta, him 76.
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kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah
didaftarkan sebagai tanah hak milik.

Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, biarpun hak
atas tanah yang bersangkutan sebelumnya sudag didaftar sebagai tanah
hak milik

Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan.

Hak-hak lama

Hak - hak lama yaitu tanah yang berasal dari konfersi hak-hak yang ada

pada waktu dimulainya berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar

menurut PP No0.10 tahun 1961 pembukuan hak dilakukan melalui penegasan

konversi hak lama menjadi hak baru yang terdaftar. Selanjutnya dijelaskan, bahwa

mengenai alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri No.3
Tahun 1997 Pasal 60 ayat 2 dapat berupa:

a.

Grosse akta hak eigendom, yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak
eigendom yang eigendom yang bersangkutan dikoversi menjadi hak milik.
Groose akta eigendom yang telah diterbitkan berdasarkan ordonantie
terebut sejak nerlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah
dilaksanakan menurut PP No.10 Tahun 1961

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan
swapraja yang bersangkutan

Surat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
No. 9 tahun 1993

Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat berwenang baik
sebelumnya atau berlakunyaa UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk
mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut didalamya.

Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tanagn, yang dibububhi
kesaksian kepala adat atau kepala desa yang dibuat sebelum berlakunya PP

ini. Ini merupakan perubahan PP No0.10 tahun 1961 Pasal 19, yang
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membuktikan harus ada bukti akta PPAT sejak PP tersebut mulai
dilaksanakan suatu daerah atau.

g. Akta pemindahan hak tanah yang dibuat oleh PPAT, atau

h. Akta ikrar wagaf atau lelang yang dibuat sebelum atau sejak dimulai
dilaksanakan PP 28 tahun 1977

I. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanah
sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya itu
kepala kantor pertanahan

J.  Surat penunjukan atau pembelian

k. Petuk pajak bumi/landrete,girik keritir,dan verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10 tahun 1961

I.  Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor pelayanan pajak
bumi dan bangunan.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi,
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau
pernyataan yang bersangkutan, yang dapat dipercaya kebenarannya menurut
panitia adjukasi atau kepala kantor pertanahan. Kesaksian saksi atau pernyataan
yang bersangkutan berfungsi untuk menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap
sekaligus sebagai bukti tertulis yang tidak ada lagi.

Dalam hal bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian
pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan, yang dapat dipercaya kebenaranya menurut panitia ajudikasi/
kepala kantor pertanahan, demikian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan PP
No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 1. Hal-hal mengenai sangsi dan penilaian
kebenaran keterangan para saksi dan anggota masyarakat yang bersangkutan
diatur secra rinci dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat 3 dan 4
yaitu:

a. Bukti tertulis lengkap (tidak memerluakan tambahan alat bukti)
b. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada (diperkuat dengan ketertangan saksi)
c. Bukti tertulis semuanya tidak ada (diganti keterangan saksi atau atau

pernyataan yang bersangkutan)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

3. Pembukuan Hak
Dalam hal ini tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
kepemilikan yang tertulis, keterangan saksi atau pernyataan bersangkutan yang
dapat dipercaya kebenarannya.>* Mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan
diatur dalam pasal 24 ayat 2. Maka dalam hal demikian pembukuan haknya dapat
dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan penguasaan fisim
tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu - pendahulunya selama 20
tahun atau lebih secara berturut - turut.
Syarat - syarat pembukuan hak yang harus dipenuhi untuk pembukuan hak
yang bersangkutan sebagaimana dalam penjelasan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 29
yaitu:
a. Bahwa penguasaan dan penggunaaan tanh yang berdangkutan dilakukan
dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka
b. Bahwa kenyataan dang penguasaan tersebut tidak diganggu gugat oelh
karena itu diakui dan dibenarkan oelh masyarakat hukum adat atau
kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya
c. Bahwa hal-hal tersebut, yaitu penguasaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan serta tidak ada gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang
yang terpercaya.
d. Bahwa telah diberi kesempatan pada pihal lain untuk mengajukan
keberatan melalui pengumuman sebagaimana yang dimaksut pasal 26
e. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang hak
yang dituangkan dalam keputusan yang bersangkutan oleh panitia
adjukasi/kantor pertanahan
4. Menilai kebenaran alat-alat bukti
Untuk menilai kebenaran alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud
dalam PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 2, dilakukan pengumpulan dan
penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia
Adjukasi atau kepala kantor pertanahan. Hasil penelitian tersebut dituangkan

dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh menteri.

>! Boedi Harsono, 1989, Ibid, Djambatan, Jakarta, him 77.
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Pendaftaran tanah secara sporadik penelitian data yuridis yang dimaksud
dalam PP Pasal 24 ayat 2 dilakukan oleh kantor pertanahan menurut ketentuan
Peraturan Menteri No.3 tahun 1997 dalam Pasal 82 ayat 4, dibantu oleh panitia
Adjukasi yang dimaksud dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.12 tahun 1992.

5. Pengumpulan data fisik dan yuridis

a. Daftar isian menurut Peraturan Menteri No.3 tahun 1997 dalam Pasal 63
disebut daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut diatas yang
memuat peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil
pengukuran yang dimaksudkan menurut PP No.24 Tahun 1997 dalam
Pasal 20 ayat 1 yang memuat tentang data fisik, diumumkan selama 30
hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 60 hari secara dalam
pendaftaran tanah secara sporadik.

b. Tujuan pendaftaran adalah member kesempatan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan utntuk mengajukan keberatan.

c. Jangka waktu pengumuman dalam pendaftaran tanah secara sistematik
ditetapkan selama 30 hari. Pengumuman dalam pendaftran tanah secara
sporadik waktunya lebih lama yaitu lebih dari 30 hari.

d. Tempat pengumuman dialkukan kantor panitia adjukasi, kantor
pertanahan, kantor kepala desa atau kelurahan yang berdangkutan serta
ditempat lain yang dianggap perlu.

e. Keberatan yang diajukan. Jika dalam jangka waktu pengumuman tersebut
ada pihak yang mengajukan keberatan mengenai data fisik atau data
yuridis yang diumumkan maka ketua panitia adjukasi atau kepala kantor
pertanahn mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan
diselesaikan secara musyawarah untuk diciptanya mufakat. Jika
penyelesaian tersebut mengakibatkan perubahan pada apa yang telah
diumumkan, maka perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang
dan atau daftar isian yang bersangkutan. Sedangkan jika usaha
penyelesaian tersebut tidak dapat dialkukan atau tidak membuahkan hasil

maka ketua panitia adjukasi atau kepala kantor pertanahan
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memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan,
agar mengajukan ke pengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis
yang disengketakan.

f. Pengesahan data fisik dan data yuridis. Setelah jangka waktu pengumuman
berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan oelh panitia adjukasi
atau kepala kantor pertanahn disahkan dengan berita acara pengesahan
data fisik dan data yuridis sebagaimana yang dimakasud Peraturan Menteri
No.3 tahun 1997 dalam Pasal 64.

6. Pembukuan Hak
Mengenai tata cara pembukuan hak diatur didalam Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 Pasal 29. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik
pembukuan hak diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997
Pasal 67 dan 68. Dalam pendaftaran secara sporadik diatur didalam pasal 89 dan
90. Bentuk, isi, dam cara pengisian buku tanah diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 162-170. Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatan pada surat ukur
merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan
bidang tanahnya diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar.

7. Pelaksanaan Pembukuan

Pelaksanaan pembukuan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
Pasal 30. Alat dasar alat bukti dan berita acara pengesahan tersebut diatas hak
bidang tanah:

a. yang data ata fisik dan data yuridis yang sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut
ketentuan Pasal 29 ayat 1;

b. yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan
catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. Mengenai ketidak lengkpan
data tersebut bisa berupa data fisik misalnya surat ukurnya masih
didasarkan pada batas sementara sebagaimana yang dimaksut dalam pasal
19 ayat 3;
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c. yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan teapi tidak diajukan
gugatan kepengadilan dilakukan pembukuan tanah. Dengan catatan
mengenai adanya sengketa tanah tersebut. Kepada pihak yang
berkeberatan, diberitahukan oleh panitia adjukasi atau kepala kantor
pertanahan secara tertulis untuk mengajukan gugatan kepengadilan
mengenai data yang disengketaka dalam jangka waktu 60 Hari dalam
pendaftaran tanah secara sistematik dalam jangka waktu 90 hari untuk
pendaftaran tanah secara sporadik. Dihitung sejak disampaikan
pemberitahuan tersebut. Catatan tadi akan dihapus bila diperoleh
penyelesainnya secara damai antar pihak-pihak yang bersengketa atau
diperolehnya putusan pengadilan menegnai sengketa tersebut yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan
ke pengadilan, tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo
dan tidak ada putusan penyitaan pengadilan, dilakukan pembukuan dalam
buku tanah dengan catatan adanya sengketa tersebut dan hal-hal yang
disengketakan;

e. yang data fisik dan data yuridis disengketakan dan diajukan ke pengadilan,
serta adanya status perintah untuk quo atau putusan penyitaan dan
pengadilan. Dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan
mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang
disengketakan serta mencatat didalamnya bahwa adanya sita atau perintah
status quo tersebut.

C. Penerbitan Sertifikat

1. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat
Sertifikat sebagai tanda hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak,

sesuai dengan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Memperoleh
sertifikat adalah pemegang hal atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.®?
Penerbitan sertifikat dimaksutkan agar pemegang hak dapat mudah membuktikan

haknya oleh karena itu sertifikat alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang

>2 Florianus SP Sangsun, 2007, Op, Cit, him 52.
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diamksutkan dalam UUPA Pasal 19. Sertifikat terdiri dari buku tanah yang
memuat buku tanah yang bersangkutan yang di jilid menjadi satu dalam satu
sampul dokumen. Sertifikat hak atas tanah, hak pengelolaan dan wagaf menurut
PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 31 bisa berupa lembar dokumen yang memuat data
fisik dan data yuridis. Dalam pendaftaran secara sistematik terdapat ketentuan
mengenai sertifikat dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 Pasal 69-71,
sedangkan pendaftaran secara sporadik dalam Permen No.3 Tahun 1997 Pasal 91-
93. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997 Pasal 69-71, terdapat ketentuan cara
pembuatan buku-buku tanah, dengan ketentuan bahwa catatan yang bersertifikat
sementara yang sudah dihapus tidak dicantumkan.
2. Penyerahan sertifikat

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum
didalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain
yang dikuasakan olehnya. Dalam pemegang hak yang sudah meninggal dunia,
sertifikatnya diserahkan oleh ahli waris atau salah satu seorang ahli waris dengan
persetujuan ahli waris lainnya.>®> Mengenai hak atas tanah atau hak milik milik
atas rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum
diterbutkan satu sertifikat yang diserahkan kepada pemagang hak bersama atas
penunjukan tertulis para pemegang hak bersama lainnya dan mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan
sertifikat sejumlah pemegang hak besama untuk diberikan kepada tiap pemegang
hak bersama yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini maka masing-
masing akan mudah dapat melakukan perbuatan mengenai hak itu, tanpa perlu
mengadakan perubahan pada surat tanda bukti para pemegang hak bersama yang
bersangkutan.

3. Penerbitan Sertifikat

Penerbitan sertifikat yang dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan

mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan pembuktian

paling kuat.>* Sehubungan dengan itu ketidakpastian mengenai hak atas tanah

>3 Florianus SP Sangsun, 2007, lbid, him 56.
>* Effendi Perangin, 1991, Op.Cit, Jakarta: Rajawali Pers, him 72.
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yang bersangkuatan ternyata masih ada catatan dalam pembukuannya, pada
prinsipnya sertifikat tidak dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai
data fisik yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan sertifikatnya dapat
diterbitkan. Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data bidang tanah
yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara, sebagaimana yang
disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 ayat 3.

4. Penerbitan sertifikat pengganti

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 57 dikatakan
bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru
sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini
hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak
dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima
hak berdasarkan akta PPAT.

Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran atau
pemerikasaan tanah dan nomor tidak diubah dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 59 sebagai berikut:

1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru, sebagai
pengganti sertifikat yang rusak, atau yang masih menggunakan
blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Sertifikat pengganti juga
dapat diterbitkan sebagai penggnati sertifikat yang tidak diserahkan
kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksuskusi.

2. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang anamanya
tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanag yang bersangkutan
atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT.

3. Penggantian sertifikat yang rusak atau pembaharuan blangkonya dapat
sgera dilaksanakan dengan penyerahan setifikat yang diganti.

4. Penggantian sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.
Oleh kepala kantor pertanahan diadakan pengumuman mengenai telah
diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut dan tidak berlakunya lagi
sertifikat yang lama dalam satu surat kabar setempat atas biaya

pemohon.
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5. Sertifikat pengganti siserahkan kepada pihak yang memohon
penggnatian atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk
menerimanya.

D. Penyajian data fisik dan yuridis

Penyajian data fisik dan data yuridis dimaksudkan untuk memberi
kesempatan kepada pihak - pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah
memperoleh  keterangan yang diperlukan. Kepala kantor pertanahan
menyelenggarakan pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri dari peta
pendaftran tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan dafatar nama.>

Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat
diberikan kepada instansi pemerintah, memerlukan untuk pelaksanaanya
tugasnya. Dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluannya.
Misalnya dari pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Permintaan dipenuhi setalah
disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun
1997 Pasal 191.

Informasi tentang data dafatar-daftar tanah yang lain terbuka untuk umum
dan dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan secara
visual dan tertulis dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT),*®
yang bentuknya ditetapkan dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 Pasal 97.
Informasi diberikan atas permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan.
Ketentuan ini tidak berlaku pada PPAT yang menurut Peraturan Menteri no.3
Tahun 1997 Pasal 97 berkewajiban untuk mencocokan isi sertifikat yang
digiunakan dalam pembuatan akta dengan daftar-daftar yang ada di kantor
pertanahan. Mengenai penyajian data fisik dan data yuridis itu terdapat
ketentuannya lebih rinci dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 Pasal 187-
192.

E. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Penyimpanan dokumen telah diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Pasal 35.

Dokumen - dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan

>> Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 33.
*® Florianus SP Sangsun, 2007, Op.Cit, him 85.
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sebagai alat pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahn
atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri. Hal ini dilakukan untuk
mencegah hilangnya dokumen asli tersebut.

Hanya atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suat perkara,
dokumen asli boleh dibawa oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang
bersangkutan. Setelah itu dokumen asli tersebut dibawa dan disimpan ditempat
semula.”” Selain itu, dalam hal yang disebutkan diatas dengan izin tertulis dari
menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan petikan, salinan, atau
rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang memerlukan
dalam pelaksaan tugasnya. Mengenai penyimpanan data dan dokumen itu terdapat
dalam ketentuan pelengkapnya dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997 Pasal
184 - 186.

3.2 Tindakan Pensertifikatan Tanah (Hak milik) Yang Dihasilkan Melalui
Prona Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Hak Atas Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1) tentang
Pendafataran Tanah: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada
tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :>®

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas,

2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata.

3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada
bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.

Berdasarkan ketentuan diatas, alat bukti yuridis memberikan perlindungan

hukum terhadap si pemilik tanah dengan pentingnya memiliki tanah yang telah

>’ Florianus SP Sangsun, 2007, Op, Cit, him 60.
>® Badan Pertanahan Nasional, 1989, Himpunan Tulis Pendaftaran Tanah Karya, Jakarta, him 5.
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bersertifikat, pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada pasal 19 dinyatakan bahwa
untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan
pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda
bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan
tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik atau petuk pajak yaitu tanda bukti
pembayaran pajak atas tanah dapat disertakan untuk proses administrasi. Pasal
tersebut juga ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar seluruh
wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat Recht Kadaster atau
menjamin kepastian hukum yang kemudian oleh pemerintah diberikan surat tanda
bukti hak yang dinamakan “Sertifikat”.>® Kemudian dalam UUPA Pasal 23, 32
dan 38 juga membeberkan keterangan yang ditujukan kepada para pemegang hak
yang bersangkutan dengan maksud agara mereka memperoleh kepastian tentang

hak-haknya.

Selain dalam UU No.5 tahun 1960, dalam Pasal 1 ayat 1 PP No 24 tahun

1997 memberikan definisi tentang Pendaftaran tanah sebagai berikut:

“serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang - bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak—hak tertentu yang memberinya”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

tanah Pasal 1 ayat 20:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”

>% Badan Pertanahan Nasional, 1989, Op.cit, Jakarta, him 10.
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Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)

dinyatakan bahwa:

“sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang

bersangkutan. Untuk itu dinyatakan bahwa sebelum dibuktikan

yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan

dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di

pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang

tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang
berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, bidang tanah, serta bangunan
yang ada di atasnya) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan
bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain serta
beban-beban lain yang berada di atasnya) merupakan tanda bukti yang kuat.*

Memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak
atas tanahnya, subjek hak dan objek haknya menjadi nyata selain hal tersebut
sertifikat memberikan berbagai manfaat,®* misalnya mengurangi kemungkinan
sengketa dengan pihak lain, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak
atas tanah yang telah bersertifikat diperlukan pihak lain untuk kepentingan
pembangunan apabila dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat serta
mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah.

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih
yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab
dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti
hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam
sertifikat harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di

Pengadilan dengan alat bukti lain. Sertifikat tanah yang diberikan akan

% |rawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya:Arkola,
, him 110.

®! Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Bandung: Remaja Karya,

him 58.
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memberikan peran dan arti penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang
dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah apabila ada persengketaan
terhadap tanah tersebut ataupun dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan
suatu hutang kepada bank.®? Selain hal tersebut di atas, maka sehubungan dengan
Fungsi Sosial hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Pokok
Agraria Pasal 6, maka pemegang sertifikat akan melepaskan haknya apabila
tanahnya akan digunakan untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukan bahwa
pemegang sertifikat diberikan perlindungan dan juga dihargai sebagai pihak yang
mempunyai hak atas tanah.

Perlindungan hukum setiap pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang seluruhnya atas tanah yang dimilikinya untuk mendapatkan kepastian
hukum setiap pemegang hak atas tanah tersebut. Hukum Pertanahan Indonesia
menginginkan kepastian siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas
sebidang tanah. Di dalam realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah belum
merasa aman akan kepastian haknya, bahkan sikap keragu - raguan yang
seringkali muncul dengan banyaknya gugatan yang menuntut pembatalan
sertifikat tanah melalui pengadilan.

Sertifikat tanah sebagai produk pendaftaran yang memenuhi aturan hukum
normatif belum menjamin kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi
hukum.® Yaitu kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi hukum itu adalah
realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan
pemerintah, maka pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan secara bertahap.
Sebagai langkah awal dilakukan pengukuran desa demi desa untuk memenuhi
ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang memuat titik - titik dasar tehnik
dan unsur - unsur geografis serta batas fiksik bidang - bidang tanah.

Berdasarkan uraian diatas, Negara telah menyediakan perangkat peraturan

perundang-undangan mulai dari ketentuan dalam konstitusi sampai kepada aturan

®2 |rawan Soerodjo, 2003, Op.Cit, him 156.

®3 Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis, Semarang:Suryandaru Utama,
him 9.
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organiknya. Yang berfungsi sebagai norma hukum dalam rangka memastikan
segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan atas tanah harus sesuai dengan
aturan hukum dengan tujuan ideal berupa pencapaian sebesar-besar kemakmuran
rakyat, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pendaftaran tanah untuk
menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Dengan kekuatan pembuktian bahwa
selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang
tercantum di dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.®* Untuk
itu sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Salah satu tujuan dari Pendaftaran Tanah vyaitu untuk memberikan
kepastian hukum hak milik atas tanah terhadap masyarakat sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 seutuhnya belum terlaksana dengan
baik. Sebagai bukti bahwa peringkat pertama di setiap pengadilan Negeri di
Indonesia masih ditempati oleh konflik - konflik sengketa pertanahan dan terkait
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) bahwa pihak
yang merasa mempunyai sesuatu kepentingan terkait hak atas tanah yang
didaftarkan oleh seseorang, dibatasi hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkannya sertifikat tanah, dapat melakukan gugatan dalam rangka
mempertahankan haknya, kecuali dapat dibuktikan tidak adanya itikad baik dalam
perolehan sertifikat tersebut. Sesuai dengan pasal ini secara jelas dan tegas
pembentuk Undang - Undang bersifat mendua. Disatu sisi mempunyai keinginan
untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertifikat,
tetapi di sisi lain juga tidak mempunyai keyakinan atas kebenaran data fisik
maupun data yuridis yang digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah hingga
terbitnya sertifikat. Oleh karena itu sampai saat ini janji untuk memberikan
kepastian hukum atas kepemilikan tanah belum dirasakan oleh masyarakat.

Dengan Pendaftaran Tanah, sesungguhnya telah terjalin hubungan yang
serasi, seimbang dan harmonis diantara keanekaragaman norma yang ada &

berlaku ditengah-tengah masyarakat (cultur, norma, adat & agama) untuk

® Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik AtasTanah, Jakarta: Republika,
him 21.
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mendaftarkan tanahnya.®® Maka untuk ini Pemerintah harus dapat secara konsisten
menjalankan peraturan hukum pertanahan yang ada, selain itu juga sangat
diharapkan supaya produk-produk hukum (Undang-Undang maupun Perda)
dikaji baik yang sudah ada maupun yang sudah ada supaya tidak terjadi peraturan
yang tumpang tindih. Apabila hal ini terjadi akan sangat berpengaruh pada
kewibawaan pemerintah sendiri selaku penentu kebijakan. Selain itu pula harus
ada sikap profesionalisme dari pihak Badan Pertanahan Nasional selaku pihak dari
pemerintah yang mengurusi masalah pendaftaran tanah karena salah satu indikator
bisa memunculkan konflik - konflik berawal dari titik tersebut.®®

Ditinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri, maka sertifikat adalah tanda
bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-
undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu
badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Pada
kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara fisik
dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta langsung
membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud. Adanya surat-
surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar- benar
mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi tidak ada bukti otentik bahwa
yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam konteks inilah
terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen
(sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya.

Pendaftaran tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan
menentapkan letak tanah yang akan didaftarkan secara sistematis dan sporadik,
dan selanjutnya menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Sehubungan
dengan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik mengenai
subjek maupun objeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukan

pengumuman mengenai hak - hak atas tanah, yang meliputi:

® Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika,
him 3.
*® Adrian Sutedi, 2009, Ibid, him 7.
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1. Pengumuman mengenai subjek yang menjadi pemegang hak
yang dikenal dengan sebagai asas publisitas dengan maksud
agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang subjek dan
objek atas satu bidang tanah. Adapun implementasi dari asas
publisitas ini adalah dengan mengadakan pendaftaran tanah.

2. Penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang-
bidang tanah yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas
tanah, dikenal sebagai asas spesialitas dan implementasinya
adalah dengan mengadakan Kadaster.

Seseorang yang hendak membeli suatu hak atas tanah tidak perlu
melakukan penyelidikan sendiri, karena keterangan mengenai subyek dan objek
atas suaru bidang tanah dapat diperoleh dengan mudah pada instansi pemerintah
(Badan Pertanahan Nasional) yang ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran
Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah. No. 10 tahun 1961 belum berjalan efektif,®’ hal ini selain sasaran
utamanya/daerah yang diutamakan adalah daerah-daerah perkotaan, juga
menyangkut tata cara, administrasi dan biaya yang harus ditanggung oleh
masyarakat pemegang hak atas tanah sangatlah berat dirasakan oleh masayarakat
pemegang hak atas tanah serta sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan
Pemerintah itu sendiri belum maksimal. Dengan kondisi tersebut maka tujuan
pendaftaran tanah belum tercapai.

Akselerasi dalam pembangunan nasional sangat memerlukan dukungan
jaminan kepastian hukum di bidang pendaftaran tanah dan oleh karena Peraturan
Pemerintah. No. 10 Tahun 1961 dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung
tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan.®® Dengan menimbang hal-hal tersebut, maka
pemerintah memandang perlu membuat suatu aturan yang lengkap mengenai
pendaftaran tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk adanya
jaminan kepastian hukum dan akhirnya pada tanggal 8 Juli 1997,%° Pemerintah

telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan

®” A.P. Parlindungan, 1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet. 2, Bandung : Mandar Maju,
him 3.

% A.P. Parlindungan, 1994, Ibid, him 5.

* A.P. Parlindungan, 1994, Ibid, him 12.
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berlakunya PP. No. 24 Tahun 1997 tidak serta merta menghapuskan keberlakuan
PP. No. 10 Tahun 1961, akan tetapi PP. No. 10 tahun 1961 tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan atau diubah atau diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997."

Objek pendaftaran tanah ini bila dikaitkan dengan sistem pendaftaran
tanah maka menggunakan sistem pendaftaran tanah bukan pendaftaran akta,
karena sistem pendaftaran tanah ditandai atau dibuktikan dengan adanya dokumen
Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang
dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti
hak yang didaftar, sedangkan pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya,
melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang
membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-
perbuatan hokum mengenai hak tersebut kemudian. Dengan adanya PP. Nomor 24
tahun 1997 ini, kelihatanya program atau kegiatan pendaftaran tanah mulai
menggeliat, saat ini pendaftaran tanah sudah berjalan , namun perlu ditingkatkan
terus dan mencari solusi yang efektif agar tujuan hakiki dari pendaftaran tanah
terutama bagi tanah yang akan didaftar secara sistematis dan sporadik dapat
tercapai.

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah
Sistem Negatif. Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. No. 24
Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif, menghasilkan surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”* Pemerintah
harus terus mencari cara dan sistem dalam rangka optimalisasi tujuan pendaftaran
tanah terutama mengenai asas sederhana, aman dan terjangkau, sehingga golongan
ekonomi lemahpun dapat termotifasi untuk mendaftarkan tanahnya terutama
secara sistematis dan sporadik,’® walaupun saat ini sudah ada program Larasita
yang lebih  mendekatkan pada pelayanan dan bantuan  biaya.

Jadi kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah

7® peraturan Pemerintah. No. 24 Tahun 1997 Pasal 64 ayat (1)

"t A.P. Parlindungan, 1994, Op. Cit, him 21.

72 Badan Pertanahan Nasional, 2005, Buletin Pertanahan Nasional, Edisi 11, Jakarta, Badan
Pertanahan Nasional, him 98.
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Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan
hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu
kepastian baik mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat
diatasnya termasuk dalam hal ini peralihan hak atas tanah. Hanya saja Kantor
Pertanahan harus lebih aktif lagi mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah
baik mengenai tata cara, prosedur maupun biayanya serta pentingnya pendaftaran
tanah ini bagi pemegang hak. Dan yang lebih penting lagi kantor Pertanahan harus
senantiasa melakukan pemutakhiran data tanah agar tidak terjadi overlapping”
dalam pemberian haknya atau pendaftaran haknya yang dapat menimbulkan
masalah hukum yaitu sengketa/perkara yang disebabkan oleh adalanya sertifikat
ganda atau sertifikat palsu.

Kantor Pertanahan haruslah senantiasa memutakhirkan datanya terutama
buku tanah sebagai bank data .Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak
dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32, yaitu :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data fisik
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan
sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor
pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau
penerbitan sertifikat.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 19 ayat (1)
merupakan penjabaran dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997
Pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2)
UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan Peraturan

73 Badan Pertanahan Nasional, 2005, Ibid, him 132.
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Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), maka sistem publikasi
pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat
hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik
dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan
harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak
ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilan
lah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti
sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan penbetulan
sebagaiamana mestinya.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)
mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan
data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat
dikarenakan sewaktu-sewaktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang
merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat.”* Untuk menutupi kelemahan
dalam ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan
untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat dari gugatan
dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat
mutlak. Maka dibuatlah ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal
32 ayat (2), sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila
memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan
hukum.

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.

3. Tanah dikuasai secara nyata.

4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak
ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan
kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan
ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertifikat.

7% Muchtar Wahid, 2008, Op.Cit, him 57.
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Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Menurut pernyataan diatas, menyatakan bahwa ketentuan setelah 5 (lima)
tahun sertipikat tanah tak bisa digugat, disatu sisi memberikan kepastian hukum
dan perlindungan hukum tetapi disisi lain kebijakan tersebut juga riskan dan tak
memberikan perlindungan hukum kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum
sepenuhnya paham hukum. Pengumuman penerbitan sertipikat tanah di kantor
kepala desa/kelurahan atau media massa tidak menjamin masyarakat dapat
mengetahui atas adanya pengumuman sehubungan dengan penerbitan sertipikat.
Hal ini dikarenakan masyarakat belum terbiasa membaca pengumuman di
kelurahan atau media massa.

Pembatasan 5 (lima) tahun saja hak untuk menggugat tanah yang telah
bersertipikat harus disambut dengan rasa gembira karena akan memberikan
kepastian hukum dan ketentraman pada orang yang telah memperoleh sertipikat
tanah dengan itikad baik.” Pengalaman menunjukkan bahwa sering terjadi
sertipikat hak atas tanah yang telah berumur lebih dari 20 tahun pun ( karena
sertipikat tersebut telah diperpanjang sampai dengan 20 tahun lagi ) masih juga
dipersoalkan dengan mengajukan gugatan. Bahkan baik di Pengadilan Negeri
maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pihak tergugat umumnya tidak
berhasil dengan mengajukan eksepsi kedaluwarsaan baik akusatif maupun

extingtip karena Hakim menganggap Hukum Tanah Nasional kita berpijak pada

> Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola,
him, 96
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hukum adat yang tidak mengenal lembaga verjaring.”® Dengan adanya
pembatasan 5 tahun dalam pasal 32 ayat 2 maka setiap Tergugat dalam kasus
tanah yang sertipikatnya telah berumur 5 tahun dapat mengajukan eksepsi lewat
waktu. Ketentuan pasal 32 ayat 2 ini dapat dipastikan akan banyak mengurangi
kasus/sengketa tanah. Sedangkan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997
menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan ; maka
sertipikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Ketentuan ini pada prinsipnya menganut sistem publikasi positif, karena
dengan adanya pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun tidak dapat digugat
lagi oleh orang yang merasa berhak atas tanah termaksud. Dengan ketentuan
bahwa proses permohonan dan pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa
dilandasai oleh itikad baik atau kebenaran serta berpegang teguh pada asas Nemo
Plus Yuris.”” Dengan menerapkan kedua asas ini yaitu asas itikad baik/kebenaran
dan asas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepada
pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua asas ini harus dikuti
pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah termaksud,karena dengan menguasai
secara fisik dan tanpa ada keberatan dari pihak lain , itu berarti masyarakat atau
siapapun orangnya telah mengakui kepemilikan seseorang atas tanah yang
dikuasainya itu.”® Dengan menguasai terus menerus atas tanah termaksud berarti
secara tidak langsung pemilik tanah itu menolak atau terhindar dari prinsip
rechtsverwerking.

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas
tanah harus mempertahankan haknya akan tetapi kalau pemilik tanah tidak
memelihara atau mempertahankan haknya atas tanah termaksud berarti dia telah
melepaskan haknya. Di dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentang pendaftaran tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam

daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang

’® Effendi Perangin, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta:Rajawali Pers, him 174.
77 Effendi Perangin, 1991, Ibid, him 183.
’® Boedi Harsono, 2007, Op.Cit, him 67.
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seharusanya berhak atas nama itu akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih
dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang
berhak. Jadi, cara pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini
tidaklah positif, tetapi negatif.

Pengertian sistem pendaftaran tanah yang positif mencakup ketentuan
bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin kebenaran data yang didaftarkannya
dan untuk keperluan itu pemerintah meneliti kebenaran dan sahnya tiap warkah
yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimaksukkan dalam daftar-
daftar. Dalam sistem positif, Negara menjamin kebenaran data yang disajikan,
sistem positif mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan
ungkapan “title by registration” (dengan pendaftaran diciptakan hak), pendaftaran
menciptakan suatu “indefeasible title” (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan
“the register is everything” (untuk memutuskan adanya suatu hak dan pemegang
haknya cukup diliat buku tanahnya).” Sekali didaftar pihak yang dapat
membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya
untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan. Jika pendaftaran terjadi karena
kesalahan pejabat pendaftaran dia hanya dapat menuntut pemberian ganti rugi
atau kompensasi berupa uang. Untuk itu Negara menyediakan apa yang disebut
sebagai suatu “assurance fund”.%°

Ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan - perwujudan ungkapan
- ungkapan demikian tidak terdapat dalam UUPA. Dalam sistim publikasi positif
juga dalam sistem negatif, kita yang mengandung unsur positif, Negara tidak
dapat menjamin kebenaran data yang disajikan. Penggunaannya adalah atas risiko
pihak yang menggunakan sendiri. Di dalam asas Nemo plus yuris, perlindungan
diberikan pada pemegang atas hak sebenarnya maka dengan asas ini selalu
terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang
merasa sebagai pemilik sebenarnya.®’ Terlepas dari kemungkinan kalah atau
menangnya, tergugat yaitu pemegang hak terdaftar, maka hal ini berarti bahwa

daftar umum yang diselenggarakan disuatu Negara dengan prinsip pemilik

’® Boedi Harsono, 2007, lbid, him 76.
8 Boedi Harsono, 2007, Loc.Cit, him 76.
#1 Badan Pertanahan Nasional, 1989, Op.Cit, him 78.
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terdaftar tidak dilindungi hukum, tidak mempunyai kekuatan bukti. Ini berarti
bahwa terdaftarnya seseorang di dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum
membuktikan orang itu seebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Jadi
pemerintah tidak menjamin kebenaran dari sisi daftar-daftar umum yang diadakan
dalam pendaftaran hak dan tidak pula dinyatakan dalam Undang-Undang.

Sebagai contoh lihat UUPA Pasal 23, 32 dan 38 yang isinya menyatakan
pula dalam peralihan hak-hak (Hak milik, HGU, dan HGB) harus didaftar dan
pendaftaran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya
peralihan hak tersebut.®? Kuat tidak berarti mutlak, namun lebih dari yang lemah
sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi
tidak mutlak yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa
digugat.

Hal pokok yang penting diluar perlindungan masalah hukum dan kekuatan
bukti dari daftar - daftar umum ialah masalah arti hukum dari suatu pendaftaran
hak ataupun pendaftaran peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku
tanah yang bersangkutan.

Menurut PP no.24 Tahun 1997 Pasal 4 berbunyi:

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepda
pemegang hak yang bersangkutan diberikan SERTIFIKAT
ATAS TANAH

2. Untuk melaksanakan informasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf b data fisik, data yuridis dari bidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka
untuk umum

3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud
dalma pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah
susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak
atas bidang tanah atas satuan rumah susun wajib didaftar

82 Muhammad Busher, 2000, Op.Cit, him 145.
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Dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam sistem publikasi, yaitu

1. Sistem publikasi positif yaitu apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-
surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak.®
Artinya pihak ketiga bertindak atas bukti-bukti tersebut diatas, mendapatkan
perlindungan yang mutlak, biarpun dikemudian hari ternyata keterangan yang
tercantum didalamnya tidak benar. Bagi mereka yang dirugikan akan mendapat
kompensasi ganti rugi. Dalam sistem publikasi positif, orang yang mendaftar
sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam
sistem ini, Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah

dilakukan adalah benar.

Ciri-ciri sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah adalah :*

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak
(registration of titles)

2. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak,
yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalamsertifikat
tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang
mutlak pada buku tanah.

3. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data
yuridis dalam pendafataran tanah adalah benar.

4. Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikad baik
mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat
mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain.

6. Dalam pelaksanaan pendaftraan tanah membutuhkan waktu yang
lama, petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya dengan
sangat teliti, dan biaya yang relative lebih besar.

Boedi Harsono menyatakan bahwa sistem positif, pendaftaran tanah
menganut sikap bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin mencerminkan
keadaan yang sebenarnya, baik tentang subyek hak maupun obyek haknya.®

Pemerintah menjamin kebenaran data yang telah terdaftar dan untuk keperluan

* Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Sejarah Pembentukan Undang — Undang Agraria,
Jakarta: Djambatan, him 81-82.

# Boedi Harsono, 2003, Ibid, him 83.

% Boedi Harsono, 2003, Ibid
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tersebut pemerintah telah meneliti kebenaran dan sahnya tiap berkas yang diajukan
untuk didaftarkan sebelum dimasukan kedalam daftar-daftar tanah. Dengan
demikian subyek hak yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah merupakan
pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat dengan
dasar atau alasan apapun juga. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama
penerima hak, maka orang lain yang sebenarnya berhak menjadi kehilangan
haknya. la tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum yang memindahkan
hak yang bersangkutan kepada pembeli. Dalam keadaan tertentu ia hanya bisa
menuntut ganti kerugian kepada Negara. Untuk menghadapi tuntutan ganti

kerugian tersebut, Negara menyediakan suatu dana khusus.

2. Sisitem publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti
hak atas tanah yang kuat,® artinya semua keterangan yang terdapat dalam
sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang
benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya alat pembuktian yang lain.
Lebih lanjut Boedi Harsono mengatakan bahwa pendaftaran tanah yang
menggunakan sistem publikasi negatif, Negara sebagai pendaftar tidak menjamin
bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak
karena menurut sistem ini bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang
dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli.?’

Pendaftaran tidak memberikan orang yang memperoleh hak dari pihak
yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem publikasi
negatif, jaminan perlindungan hukum yang diberikan pada pihak ketiga tidak
bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Pihak ketiga masih selalu berhati - hati
dan tidak mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah
atau surat tanda bukti yang telah dikeluarkan. Dalam sistem publikasi negatif
berlaku asas nemo plus juris, artinya orang tidak dapat menyerahkan atau
memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri dia punyai.*® Seseorang yang

tidak berhak atas bidang tanah tertentu dengan sendidirnya tidak dapat melakukan

® Bachsan Mustafa, 1985,0p.Cit, him 84.
¥ Bachsan Mustafa, 1985, Ibid, him 93.
% Muhammad Bakri, 2007,0p.Cit, him 123.
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suatu perbuatan hukum mendaftarkan tanah tersebut, apalagi mengalihkannya
pada pihak lain. Asas nemo plus juris ini dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada pemilik tanah yang sebenarnya, yang tanahnya disertifikatkan pada
orang lain

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu :*

a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran
akta ( registration of deed)

b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat
kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam
sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan
sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertifikat bukan
sebagai satu satunya tanda bukti hak

c. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik
dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar

d. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga
kedaluwarsa

e. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat
dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara
pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun
gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertifikat
dinyatakan tidak sah

f. Petugas pendaftaran bersifat pasif, yaitu hanya menerima
apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran
tanah.

Cara kerja sistem publikasi negatif apabila di telaah dan di analisis, pada
dasarnya tidak dapat menciptakan kepastian hukum apalagi memberikan
perlindungan hukum. Karena masih ada kemungkinan pihak lain mengganggu
kepemilikan pihak yang telah memegang sertifikat hak atas tanah. Sebagai bukti
bahwa dia telah mematuhi perintah hukum dan atau aturan perundang-undangan,
apalagi Negara kita hanya mengenal sistem hukum positif, tidak ada sistem hukum
negatif. Muchtar Wahid menyatakan bahwa sistem negatif murni dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan yang mendasar mengenai sistem

negatif adalah pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu

8 Boedi Harsono, 2003, Ibid, him 85.
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gugat. Yang menentukan sah atau tidaknya suatu hak serta pemilikannya adalah
sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.*

Pemegang hak, biarpun sudah didaftar dalam buku tanah dan diterbitkan
sertifikat masih selalu dihadapi kemungkinan pemegang hak yang terdaftar
kehilangan hak tanah yang dikuasainya karena digugat oleh pihak yang berhak
sebenarnya. Memang seharusnyalah kelemahan dari sistem negatif ini ditutupi dan
pendaftaran tanah kita kedepannya haruslah memilih sistem positif, agar tercipta

kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak
atas tanah.

% Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta: Republika,
hlm 75-76.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah penyusun kemukakan dalam bab - bab tentang
pendaftaran tanah dalam sertifikasi massal atas tanah negara melalui proyek

operasi nasional agraria adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran sertifikat tanah secara massal telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal
ini dapat dilihat dari tahapan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan
oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 ayat (1).

2. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah
didaftarkan dalam buku tanah. Dengan data fisik dan data yuridis yang
tercantum didalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum
didalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan
diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya
sengketa gugatan hukum yang terjadi di kemudian hari akibat dari adanya
pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu sertifikat tanah.

4.2. Saran

1. Kepada Masyarakat, hendaknya lebih menyadari bahwa betapa pentingnya
sertifikat tanah. Untuk itu diharapkan masyarakat mau membantu untuk
memperlancar penyelenggaraan pensertifikatan tanah secara massal yang
diadakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional melalui Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA).
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Menimbang:
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bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan;

b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam
memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;

C. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat
lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga
perlu dilakukan penyempurnaan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189 juncto Vendu Instructie Staatsblad 1908 Nomor 190;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3632);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya;

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan
sesuatu hak atas tanah.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya.

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali,
meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa
obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik
dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan
perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan
pengukuran dan rekonstruksi batas.

Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis,
seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan
pembukuan tanah.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang membuat identitas bidang tanah dengan suatu

2149


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sistem penomoran.
17.  Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan
tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas
satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria/pertanahan.

22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya
meliputi bidang pertanahan.

23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya,
yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3
Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang
tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar
dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib
administrasi pertanahan.

Pasal 4

(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

(2)  Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data
yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah
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dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

BAB Il
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

1)

()

1)
)
®3)

1)

()

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas
pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan
tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan
kepada Pejabat lain.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7
PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.

Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia
Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Susunan Panitia Ajudkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan
Nasional,

b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di
bidang pendaftaran tanah;

2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di
bidang hak-hak atas tanabh;
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@)

(4)

(6)

)

()

)
()

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang
ditunjuknya.

Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam
penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang
bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan,
satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan
kegiatannya diatur oleh Menteri

Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua

Obyek Pendaftaran Tanah

Pasal 9
Obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
C. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. tanah Negara.

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam
daftar tanah.

Bagian Ketiga

Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Pasal 10
Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.

Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara
satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pasal 11
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Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data
pendaftaran tanah.

Pasal 12
(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
C. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
BAB IV

PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan
pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-
wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara
sporadik.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik

Paragraf 1

Pengukuran Dan Pemetaan

6/49


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1)
()

1)

()

)

)

®3)

(4)

(6)

Pasal 14
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembuatan peta dasar pendaftaran;

b. penetapan batas bidang-bidang tanah;

C. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
d. pembuatan daftar tanah;

e. pembuatan surat ukur.

Paragraf 2

Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Pasal 15

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai
dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan
Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah
secara sporadik.

Pasal 16

Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan
pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan
dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya.

Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat
digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar
teknik nasional.

Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar untuk
pembuatan peta pendaftaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dan teknik nasional dan pembuatan peta
dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Pasal 17
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)

)

®3)

(4)

1)

)

®3)

(4)

(5)

1)

()

®3)

(4)

(5)

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan
dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan
tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah
secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan.

Bentuk. ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang
sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada
tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin
disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.

Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan
memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau
gambar situasi yang bersangkutan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang
ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.

Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh
kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah
yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan
batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang
bersangkutan.

Hak pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang
hak atas tanah yang berbatasan tidak. hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang
tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan
batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru
merupakan batas-batas sementara.

Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan
atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.
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1)

()

®3)

(4)

)

)

1)

)

®3)

Paragraf 4

Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran

Pasal 20

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.

Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat
digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.

Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran
dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 5

Pembuatan Daftar Tanah

Pasal 21

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada
peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.

Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri.

Paragraf 6

Pembuatan Surat Ukur

Pasal 22

Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan ¢ yang sudah
diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.

Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat
ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pembuktian Hak Dan Pembukuannya

Paragraf 1
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Pembuktian Hak Baru

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak:

a.

1)

()

1)

)

hak atas tanah baru dibuktikan dengan:;

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan
menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau
tanah hak pengelolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima.
hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang
berwenang;

tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Paragraf 2

Pembuktian Hak Lama

Pasal 24

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan
dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran
dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan
sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan
penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik.

Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian
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yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang
tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh)
hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor
Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah
secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang
mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan
mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang
bersangkutan.

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan
secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik
dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

Pasal 28

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik
dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan
dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.

Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada
keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:
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a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
b. pengakuan hak atas tanah;

C. pemberian hak atas tanah.

Paragraf 3

Pembukuan Hak

Pasal 29

Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan
membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang
bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang
diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud
dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak
atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah
dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;

cL yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan
dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut
dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran
tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik
untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60
(enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi
tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari
Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya
sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah
untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan
mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di
dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila:
a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau

b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
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data yang dibukukan.
Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dihapus apabila:
a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; atau

C. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90
(sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa.
tersebut ke Pengadilan.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:
a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila:

a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertifikat

Pasal 31

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang
menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) hurufc, d, dan e
yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang
bersangkutan dihapus.

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang
bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang
atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama
atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk
diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat hama serta besarnya
bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32
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Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai
data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bagian Kelima

Penyajian Data Fisik Dan Data Yuridis

Pasal 33

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha
pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku
tanah dan daftar nama.

Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah,
surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam
peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah
tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Penyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen

Pasal 35

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran
diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang
ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain
yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau
rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk
pelaksanaan tugasnya.
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Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya
ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang
bersangkutan.

Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan
elektronik dan mikrofilm.

Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan.

Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah
dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data
yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak

Paragraf 1

Pemindahan Hak

Pasal 37

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat
mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala
Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang
bersangkutan.
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Pasal 38

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Pasal 39
PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya
tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan
Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum
besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari
kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah
satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk
bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada
hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang
berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau

data yuridisnya; atau

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang
bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 40

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT
wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor
Pertanahan untuk didaftar.

PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.
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Paragraf 2

Pemindahan Hak Dengan Lelang

Pasal 41

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan
risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang
baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah
atau satuan rumah susun yang akan dilelang.

Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang.

Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila:
a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun:

1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang
eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh
oleh Pejabat Lelang dari pemegang haknya; atau

2) sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;
atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau surat keterangan
Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum
besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari
kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

C. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubung dengan sengketa
mengenai tanah yang bersangkutan.

Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan:

a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
b.

1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang
tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau

2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat
keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat
tersebut; atau

3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b Pasal ini;

C. bukti identitas pembeli lelang;
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1)

)
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(4)

(5)

1)

()

d. bukti pelunasan harga pembelian.

Paragraf 3

Peralihan Hak Karena Pewarisan

Pasal 42

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan
hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan,
surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli
waris.

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang
tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan
akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian
waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta
pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak
bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris
tersebut.

Paragraf 4

Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan Atau Koperasi

Pasal 43

Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah susun karena
penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan
atau koperasi yang bergabung atas melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan
terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah
penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan
perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau
melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Paragraf 5
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1)
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)
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3)

Pembebanan Hak

Pasal 44

Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan
hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk
pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak

Pasal 45

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika
salah satu syarat di bawabh ini tidak dipenuhi:

a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-
daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta
PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

C. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan
tidak lengkap;

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan;

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

g. perbualan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak
sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.

Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan
penolakan itu.

Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas
permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Paragraf 7

Lain-lain

Pasal 46

19/49


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya

Paragraf 1
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah

Pasal 47

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan
sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikan
perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pemecahan, Pemisahan Dan Penggabungan Bidang Tanah

Pasal 48

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah
secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan
status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan
sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang
terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh
persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui
penghapusan beban yang bersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai tanah
pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat
dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan
status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan
surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar
tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah
diadakannya pemisahan tersebut.

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).
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Pasal 50

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan
letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu
satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang
sama.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat
ukur, buku tanah dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing.

Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

Paragraf 3

Pembagian Hak Bersama

Pasal 51

Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing
pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan
yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian
hak bersama tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk
pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 52

Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur
serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan:

a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi
masa berlakunya;

b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan
atau dicabut;

c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.

Dalam hal sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal
tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Paragraf 5

Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan
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Pasal 53

Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak
tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda
bukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan
perseroan.

1)

()

1)

)

®3)

Pasal 54

Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalam rangka pelunasan utang, maka surat
pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut
untuk jumlah yang melebihi hasil lelang beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk
pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan.

Paragraf 6

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan

Pasal 55

Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan
yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau
satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada
sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang
berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada
Kepala Kantor Pertanahan.

Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik alas satuan rumah susun
berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak
yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1).

Paragraf 7

Perubahan Nama

Pasal 56

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan
dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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BAB VI
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI

Pasal 57

Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak,
hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan
kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak
yang hamanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain
yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat
sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.

Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal
dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat
tanda bukti sebagai ahli waris.

Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 58

Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan blangko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan
dan dimusnahkan.

1)

()

®3)

(4)

(5)

(6)

()

Pasal 59

Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang
bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya
sertifikat hak yang bersangkutan.

Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1
(satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti
tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru.

Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak
menerbitkan sertifikat pengganti.

Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor
Pertanahan.

Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang
lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.

Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain
daripada yang ditentukan pada ayat (2).

Pasal 60
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(1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan
kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kantor
Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada
pemenang lelang.

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat pengganti untuk hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berlakunya lagi
sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.

BAB Vi
BIAYA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 61

(1) Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon
dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan
tidak mampu membayar biaya tersebut.

(3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran.

(4) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pendaftaran tanah diatur oleh Menteri.

BAB VI
SANKSI

Pasal 62

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai
PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian
yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 63

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam
pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
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Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang
tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 59

Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah
menurut Peraturan Pemerintah ini.
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

UMUM

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan
meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan
meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang
tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran
tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas
tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor,
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang
akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian
hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran
tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar
55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah
didaftar. Dalam pada itu melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang
tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan
meningkat menjadi sekitar 75 juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di
samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan obyektif tanah tanahnya sendiri yang selain
jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-
alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk
dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran
dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka
meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di
bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur
pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap
dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi
yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32
ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu
pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang
terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang
tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama,

26/49


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang di
samping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun
dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang
bersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas dan dipersingkat serta
disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian
letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa
tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah
pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan
pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu
mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan
tanah tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.
Perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melalui Global Positioning
System (GPS) dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan
pemetaan dapat dipakai di dalam pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang
tanah yang harus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global Positioning System (GPS) dan
komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data perlu dimungkinkan yang pengaturannya diserahkan kepada
Menteri.

Di samping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan
pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara
individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan makin meningkat
kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat
perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dari pada melalui pendaftaran tanah secara
sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga
dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi
jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan
agar berjalan lancar.

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-
bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang
tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah
yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah
ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat
pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang
sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang
benar, baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut
sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1)
Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama
orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan
gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan
itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat
persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan
bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang
digunakan adalah sistem negatif.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang
mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang
memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang
bersangkutan atas namanya.

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama diusahakan untuk
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diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara
damai tidak membawa hasil, dipersilakan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data
pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya
mendapat pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah
dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, diatasi dengan diadakannya ketentuan, bahwa PPAT dalam waktu
tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan
kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam praktek
tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai kepada Kantor Pertanahan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru mengenai pendaftaran
tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA, memuat penyempurnaan dan
penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan
pendaftaran tanah yang lebih cepat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang
hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan,
sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan
pula asas terbuka.

Pasal 3

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan tujuan utama pendaftaran tanah
yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.

Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi
mewarnai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan
dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
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Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pejabat lain,
adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor
Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau
PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk
melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah
Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifat massal dan besar besaran, maka
untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk
untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar
riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang
hukum adatnya masih kuat.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan
mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat.

Pasal 10
Ayat (1)

Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya meliputi beberapa desa/kelurahan.
Demikian juga obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa
desa/kelurahan.

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka kegiatan
tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak berhak atas bidang tanah yang
bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)

Di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik mungkin ada
bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sistematik yang dimaksud pada ayat ini, selain digunakan untuk pembuatan peta
pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, juga digunakan untuk memetakan
bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di atas.

Ayat (2)

Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara
sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah,
sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.

Pasal 16
Ayat (1)

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya
secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud tersebut diperlukan titik-
titik dasar teknik nasional.

Ayat (2)

Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan
perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk
keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

Ayat (3)
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Lihat penjelasan ayat (2).
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik, dengan dilakukannya penataan
batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut tertata dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Gambar situasi yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen penunjuk obyek suatu hak atas tanah menurut
ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu yang diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan hukum yang
mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah besertifikat maupun yang belum besertifikat.

Ayat (2)
Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah Negara
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang
tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas
penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka
persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau mereka yang
mempunyai tanah yang berbatasan, biarpun sudah disampaikan pemberitahuan sebelumnya, tidak hadir
pada waktu diadakan pengukuran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran dan pemetaan di lapangan berupa peta
batas bidang atau bidang-bidang tanah secara kasar.

Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara pengukuran sementara.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada peta dasar pendaftaran, tetapi untuk bidang
tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri dengan menggunakan
data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas bidang tanah yang akan dipetakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari instansi Pekerjaan Umum atau instansi Pajak,
sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran.

Ayat (3)

Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan dengan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang sekelilingnya yang
berbatasan, sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.

Ayat (4)

Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula pengaturan mengenai licensed surveyor.

Pasal 21
Ayat (1)

Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan
penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil
pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang dimaksud ayat ini disebut gambar situasi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan
secara individual, kolektif ataupun secara umum.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut obyeknya pembukuan tersebut merupakan
pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar
sebagai tanah hak milik.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan individual atas suatu satuan rumah susun
tertentu, yang meliputi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas
apa yang disebut bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumah susun
itu didirikan. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Akta Pemisahan,
yang menunjukkan satuan rumah susun yang mana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional
pemiliknya atas benda-benda yang dihaki bersama tersebut.

Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali biarpun hak atas tanah tempat bangunan
gedung yang bersangkutan berdiri sudah didaftar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 24
Ayat (1)
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Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas hama pemegang hak pada waktu
berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke
tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad.
1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi
hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad.
1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak

berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi
telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala
Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
atau

J- surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah; atau

K. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

I surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Il, Pasal VI dan Pasal VIl Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat
dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya
kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan
tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya.
Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi
berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.
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Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(6) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad
baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;

(7)  bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan
karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan;

(8) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

(9) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman
sebagaimana dimaksud Pasal 26;

(10) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

(11) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan
berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26

Ayat (1)

Yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran
bidang tanah yang bersangkutan.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematik pengumuman tidak
harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi
dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman
pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara
sistematik merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga
pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya
individual dengan ruang lingkup terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau lokasi
tanah yang bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
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Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 27

Pasal 28

Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan
untuk menunda dilakukannya pembuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis.

Ayat (3)

Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data fisik dan data yuridis bidang
tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu cukup untuk dasar pembukuan
hak. Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat untuk pembukuan hak melalui pengakuan hak
berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2). Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata
bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak atas tanah.

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi

Pasal 29

Pasal 30

mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah
yang sudah dinilai cukup untuk dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang masih harus
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dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain mengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik
dan data yuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa mengenai data itu,
semuanya tercatat.

Huruf b

Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data fisik, misalnya karena
surat ukurnya masih didasarkan atas batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3), dan dapat pula mengenai data yuridis, misalnya belum lengkapnya tanda tangan ahli
waris.

Huruf c, d dan e

Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d, dan e juga dapat mengenai data fisik maupun data
yuridis.

Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada perintah untuk status quo atau
ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka pencantuman nama pemegang hak dalam buku
tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan
Pengadilan maupun berdasarkan cara damai.

Perintah status quo yang dimaksud di sini haruslah resmi dan tertulis dan sesudah sidang
pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan peletakan
sita atas tanah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data fisik maupun data yuridis yang
kurang lengkap pembuktiannya itu sudah benar adanya.

Ayat (3)
Penyelesaian secara damai dapat terjadi di luar maupun di dalam pengadilan.

Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang berkeberatan atas data fisik maupun data yuridis yang
akan dibukukan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hal yang disengketakan itu,
keberatannya dianggap tidak beralasan dan catatan mengenai adanya keberatan itu dihapus.

Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan, catatan itu dihapus
setelah ada penyelesaian secara damai atau putusan Pengadilan mengenai sengketa tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh
karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA.
Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian hak atas tanah yang bersangkutan, yang
ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
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(1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai
ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.

Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan
merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Ayat (3)
Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya.

Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah
seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

ayat (4)

Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan seorang laki-laki yang
beristeri atau seorang perempuan yang bersuami surat penunjukan tertulis bermaksud tidak diperlukan.

Ayat (5)

Dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama memegang sertifikat yang menyebutkan
besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan perbuatan hukum mengenai
bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para
pemegang hak bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk berbuat
demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama yang lain.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang
benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai
dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil
dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Ayat (2)

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem
publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan
sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang
disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif
secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat
tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38
UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari
ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data
fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk
sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk
menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada
lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik
menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat
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sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang
hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang
merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga
acquisideve verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak
dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat
terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam
pendaftaran tanah. yaitu lembaga rechisverwerking.

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian
tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk
menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah
karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan
hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat,
yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari. Hukum Tanah Nasional Indonesia dan
sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran
tanah.

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 33
Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang dimaksud ayat ini disebut daftar umum.
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan
perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan
data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun
yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak
tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Ayat (2)

Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan memuat keterangan
mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya.
Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat ini maka
apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya. pemeriksaan dokumen itu wajib
dilakukan di Kantor Pertanahan. Pengecualian ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam ayat (4).

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, salinan atau rekamannya seperti dimaksud
pada ayat (3), dokumen yang bersangkutan dibawa dan disimpan kembali di tempat yang dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (5)

Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentuk film akan menghemat tempat
dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Tetapi penyelenggaraannya memerlukan persiapan
peralatan dan tenaga serta dana yang besar. Maka pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang
tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau
pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk
daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah.

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta
PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran
pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab
untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain
mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat
ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum
pemindahan hak.

Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan yang diadakan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya
tidak disertai fotocopy surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)

Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada
Kantor Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses pendaftaran oleh kepala kantor Pertanahan.

Ayat (2)

Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada Kantor
Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang
berkepentingan sendiri.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Untuk menghindarkan terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas obyeknya perlu diminta keterangan
yang paling mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang dari Kantor
Pertanahan.

Ayat (3)
Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah
susun yang akan dilelang, keterangan ini sangat penting bagi pejabat Lelang untuk memperoleh

42 /49


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

keyakinan tentang obyek lelang. Oleh Karena itu surat keterangan tersebut harus tetap diterbitkan,
walaupun tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan sedang dalam sengketa atau dalam status
sitaan.

Ayat (4)

Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan, hak tanggungan, sita
pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam pelelangan eksekusi
kadang-kadang tereksekusi menolak untuk menyerahkan sertifikat asli hak yang akan dilelang. Hal ini
tidak boleh menghalangi dilaksanakannya lelang. Oleh karena itu lelang eksekusi tetap dapat
dilaksanakan walaupun sertifikat asli tanah tersebut tidak dapat diperoleh Pejabat Lelang dari tereksekusi.

Ayat (5)
Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya.

Pasal 42
Ayat (1)

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan
meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru.
Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang
tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris
dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli
Waris.

Ayat (2)

Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena
pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali hak yang
bersangkutan atas nama yang mewariskan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku bagi para ahli waris sudah
ternyata suatu hak yang merupakan harta waris jatuh pada seorang penerima warisan tertentu,
pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta
PPAT.

Ayat (5)

Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut selanjutnya
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51.

Pasal 43
Ayat (1)

Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului
dengan likuidasi terjadi karena hukum (Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Karena
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itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut.
Ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku untuk penggabungan atau peleburan badan hukum lain.

Ayat (2)

Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau mengenai tanah dibuktikan dengan akta
PPAT.

Pasal 44
Ayat (1)

Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan pendaftaran
pertama. Dipandang dari sudut hak yang dibebani, pencatatannya dalam buku tanah dan sertifikat tanah
yang dibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena
itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi
sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan
sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor
Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut
pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau
akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47

Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputus. Oleh karena itu
untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertifikat baru.

Pasal 48
Ayat (1)

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh
mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya
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ketentuan landreform (lihat ayat (4)).
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan
atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah
diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan
beban lain yang bersangkutan.

Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan,
hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah
Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pasal 49
Ayat (1)

Dalam pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang luas diambil sebagian yang menjadi
satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya,
kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untuk membedakannya
dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi
sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu
dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut
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tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta waris sering kali
yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal
tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa berlakunya tidak diperlukan penegasan dari
Pejabat yang berwenang.

Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti, bahwa yang melepaskan adalah pemegang
haknya, juga perlu diteliti apakah pemegang hak tersebut berwenang untuk melepaskan hak yang
bersangkutan.

Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukan persetujuan dari kreditor yang
bersangkutan.

Demikian juga ia tidak berwenang untuk melepaskan haknya, jika tanah yang bersangkutan berada dalam
sita oleh Pengadilan atau ada beban-beban lain.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat mengumumkan hapusnya hak yang sertifikatnya
tidak diserahkan kepadanya untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum mengenai tanah yang
sudah tidak ada haknya tersebut.

Pasal 53

Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, karenanya menurut hukum mengikuti
peralihan piutang yang bersangkutan. Maka untuk peralihannya tidak diperlukan perbuatan hukum tersendiri dan
pendaftarannya cukup dilakukan berdasarkan bukti cessie, subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yang
dijamin.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pasal 55
Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara ataupun Peradilan Agama.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 56

Yang dimaksud pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti.
Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum.

Pasal 57
Ayat (1)

Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang lampau telah beberapa kali dilakukan
penggantian blangko sertifikat. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak,
sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blangko baru.

Diterbitkannya sertifikat pengganti dilakukan apabila dan sesudah semua ketentuan dalam Bab VI
Peraturan Pemerintah ini dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)

Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudah berpindah kepada pihak lain,
tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar sertifikatnya hilang, permintaan penggantian sertifikat yang
hilang dilakukan oleh pemegang haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu
dibuat akta PPAT sertifikat tersebut masih ada.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut
tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka suatu
perbuatan hukum tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Di daerah-daerah tertentu pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya yang besar
yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan. Sebubungan dengan itu Menteri dapat
menentukan cara pengumuman lain yang lebih murah biayanya.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau
satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertifikat yang telah tidak berlaku.

Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku
hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang dengan telah dimenangkannya lelang
serta telah dibayarnya harga pembelian lelang.

Pasal 61
Ayat (1)

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang Nomor 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
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Ayat (1)

Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah ini segera dapat dilaksanakan di seluruh
Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3696
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

UMUM

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan
akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan
dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan
secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi
kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan
bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang
dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor,
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan
hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan
pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam
rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang
memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru
lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Dalam pada itu melalui pewarisan, pemisahan
dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar
selama Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75
juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di samping
kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan obyektif tanah tanahnya sendiri yang
selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak
didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.
Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan
kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih
memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik
pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan,
dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran
tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah
ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah
diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan
bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena
akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan
Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu
pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya
yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran
mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan
secara individual atau massal.

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas dalam
peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan
penyelenggaraannya, yang di samping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di
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atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data
fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur pengumpulan data
penguasaan tanah juga dipertegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin
kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas
setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa
tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu
masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan
penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan
bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya
dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data
penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut. Perkembangan teknologi
pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melalui Global Positioning System (GPS)
dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan
pemetaan dapat dipakai di dalam pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan
pemetaan bidang tanah yang harus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global
Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data perlu
dimungkinkan yang pengaturannya diserahkan kepada Menteri.

Di samping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadik juga akan
ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan
untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan,
yang akan makin meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena
melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan
didaftar dari pada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang
dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan.
Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu
yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan
agar berjalan lancar.

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai
bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini
pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau
masih disengketakan, walaupun untuk tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai
tanda bukti haknya.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan
Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang
dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam
sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun
dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan
bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan
hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan
gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain
tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau
badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang
kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,
sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada
pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun
kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan
pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama diusahakan
untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha
penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilakan yang bersangkutan
menyelesaikannya melalui Pengadilan.
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Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka
pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang
telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, diatasi dengan diadakannya ketentuan, bahwa
PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan
pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam praktek tidak selalu berkas yang
bersangkutan sampai kepada Kantor Pertanahan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru mengenai
pendaftaran tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA,
memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi landasan
hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya
maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk
menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya
dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang
diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak
yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan
kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan
yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan
yang terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan
berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan
keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang
benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.

Pasal 3

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan tujuan utama
pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.

Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu
pusat informasi mewarnai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah
didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib
administrasi di bidang pertanahan.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
Pejabat lain, adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah

kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan
fotogrametri dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya pembuatan akta PPAT

oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada
PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT

Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang
bersangkutan, yaitu Kepala Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifat massal dan besar
besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh

Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor
Pertanahan tidak terganggu.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang

mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia
Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan
dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat.

Pasal 10
Ayat (1)
Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2)
Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya meliputi beberapa

desa/kelurahan. Demikian juga obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa bidang
tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka
kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak berhak atas bidang tanah
yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)

Di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik
mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik yang dimaksud pada ayat ini, selain
digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara
sistematik, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di
atas.

Ayat (2)
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Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran
tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah
lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu
bidang tanah.

Pasal 16
Ayat (1)
Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin

letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud
tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional.

Ayat (2)

Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu
pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol
ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik, dengan

dilakukannya penataan batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut
tertata dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Gambar situasi yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen penunjuk obyek suatu hak atas
tanah menurut ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu
yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961.

Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan
hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah besertifikat
maupun yang belum besertifikat.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah Negara
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas
bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang
menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-

tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak
mutlak diperlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau mereka

yang mempunyai tanah yang berbatasan, biarpun sudah disampaikan pemberitahuan
sebelumnya, tidak hadir pada waktu diadakan pengukuran.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran dan pemetaan di lapangan
berupa peta batas bidang atau bidang-bidang tanah secara kasar.
Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara pengukuran sementara.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada peta dasar pendaftaran, tetapi
untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri
dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas
bidang tanah yang akan dipetakan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari instansi Pekerjaan Umum atau
instansi Pajak, sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta
pendaftaran.

Ayat (3)
Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan
dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang
sekelilingnya yang berbatasan, sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.

Ayat (4)
Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula pengaturan mengenai licensed
surveyor.

Pasal 21
Ayat (1)
Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang
lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah

pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya
kemudian.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang dimaksud ayat ini disebut
gambar situasi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat
dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut obyeknya pembukuan tersebut
merupakan pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan
sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak milik.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan individual atas suatu satuan rumah
susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
hak bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama,
tempat bangunan rumah susun itu didirikan. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun
dilakukan berdasarkan Akta Pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang
mana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional pemiliknya atas benda-benda yang
dihaki bersama tersebut.

Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali biarpun hak atas tanah tempat
bangunan gedung yang bersangkutan berdiri sudah didaftar.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 24
Ayat (1)
Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak

pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan
hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie
(Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang
bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie
(Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah
dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang
bersangkutan; atau


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan; atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1959; atau
e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum

ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini; atau

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan; atau
h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan; atau

J- surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

K. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I, Pasal VI dan Pasal VIl Ketentuan-ketentuan Konversi
UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan
itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang
dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik.
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui
kepemilikan tersebut.

Ayat (2)
Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti
kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk
lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak
berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah
dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara
nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut
turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak

diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

C. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan
melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di

atas;
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f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya
dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)

Yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan dijadikan
dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematik
pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah
yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 (tiga puluh) hari dan
pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena
pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah secara massal yang
diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan
pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup
terbatas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun

Warga, atau lokasi tanah yang bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan
mengaturnya lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya pembuatan berita acara
hasil pengumuman data fisik dan data yuridis.
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Ayat (3)
Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data fisik dan data
yuridis bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu cukup
untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat untuk
pembukuan hak melalui pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2).
Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata bahwa bidang tanah tersebut adalah
tanah Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan kepada
pemohon dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan
informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik dan data yuridis
mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk dibukukan tetap dibukukan
walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain
mengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan data yuridis mengenai
bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa mengenai data itu, semuanya tercatat.

Huruf b

Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data fisik,
misalnya karena surat ukurnya masih didasarkan atas batas sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data yuridis, misalnya
belum lengkapnya tanda tangan ahli waris.

Huruf c, d dan e

Sengketa yang dimaksud pada huruf ¢, d, dan e juga dapat mengenai data fisik
maupun data yuridis.

Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada perintah untuk
status quo atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka pencantuman nama
pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang berhak atas
tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan maupun berdasarkan cara damai.

Perintah status quo yang dimaksud di sini haruslah resmi dan tertulis dan sesudah
sidang pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan berjalan diperkuat dengan
putusan peletakan sita atas tanah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data fisik maupun data
yuridis yang kurang lengkap pembuktiannya itu sudah benar adanya.
Ayat (3)
Penyelesaian secara damai dapat terjadi di luar maupun di dalam pengadilan.
Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang berkeberatan atas data fisik maupun data
yuridis yang akan dibukukan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hal yang
disengketakan itu, keberatannya dianggap tidak beralasan dan catatan mengenai adanya
keberatan itu dihapus.
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Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan, catatan itu
dihapus setelah ada penyelesaian secara damai atau putusan Pengadilan mengenai
sengketa tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan
haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana
dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian hak
atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam
pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat
belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik
yang tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.
Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik bidang tanah yang
bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3).

Ayat (3)
Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya.

Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli
warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

ayat (4)
Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan seorang laki-
laki yang beristeri atau seorang perempuan yang bersuami surat penunjukan tertulis
bermaksud tidak diperlukan.

Ayat (5)
Dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama memegang sertifikat yang
menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan perbuatan hukum
mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada
surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara
tegas ada larangan untuk berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak
bersama yang lain.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima
sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum
dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur
yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Ayat (2)
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan
sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan
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menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak
menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan
untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari
pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang
diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA
bahwa pendaftaran berbagai peristiwva hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain
itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan
Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data
yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.
Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi
negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada
pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang
hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai
pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan
dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi
dengan menggunakan lembaga acquisideve verjaring atau adverse possession. Hukum
tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut,
karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang
dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran
tanah. yaitu lembaga rechisverwerking.

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak
dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad
baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam
UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 dan
40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah
menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum
yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian
dari. Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam
penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.

Pasal 33

Ayat (1)

Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang dimaksud ayat ini disebut daftar
umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang
berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan
dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran,
daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk
mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi
tanggung jawab yang bersangkutan.

Ayat (2)

Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan memuat
keterangan mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam hubungan dengan
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tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat ini
maka apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya. pemeriksaan

dokumen itu wajib dilakukan di Kantor Pertanahan. Pengecualian ketentuan ini adalah
sebagaimana diatur dalam ayat (4).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, salinan atau rekamannya seperti
dimaksud pada ayat (3), dokumen yang bersangkutan dibawa dan disimpan kembali di
tempat yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (5)
Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentuk film akan
menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Tetapi

penyelenggaraannya memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang besar.
Maka pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan

bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau
diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu
yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan
perbuatan hukum mengenai tanah.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran
tanah. Akta PPAT waijib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat
untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena
itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum
yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang
tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak.

Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan yang diadakan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidak disertai fotocopy surat
setoran pajak penghasilan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera menyampaikan akta yang
dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses pendaftaran oleh
kepala kantor Pertanahan.
Ayat (2)
Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada

Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya
menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk menghindarkan terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas obyeknya perlu diminta
keterangan yang paling mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan
dilelang dari Kantor Pertanahan.

Ayat (3)
Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang mutakhir mengenai tanah atau
satuan rumah susun yang akan dilelang, keterangan ini sangat penting bagi pejabat Lelang
untuk memperoleh keyakinan tentang obyek lelang. Oleh Karena itu surat keterangan
tersebut harus tetap diterbitkan, walaupun tanah atau satuan rumah susun yang
bersangkutan sedang dalam sengketa atau dalam status sitaan.

Ayat (4)
Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan, hak

tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara.
Dalam pelelangan eksekusi kadang-kadang tereksekusi menolak untuk menyerahkan
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sertifikat asli hak yang akan dilelang. Hal ini tidak boleh menghalangi dilaksanakannya
lelang. Oleh karena itu lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli
tanah tersebut tidak dapat diperoleh Pejabat Lelang dari tereksekusi.

Ayat (5)
Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya.

Pasal 42
Ayat (1)

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang
bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi
pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum
Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan
perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran
tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat
Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Warris.

Ayat (2)
Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan
karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk
pertama kali hak yang bersangkutan atas nama yang mewariskan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku bagi para ahli
waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan harta waris jatuh pada seorang penerima
warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti
peralihan hak lain, misalnya akta PPAT.

Ayat (5)
Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut
selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51.

Pasal 43
Ayat (1)

Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak
didahului dengan likuidasi terjadi karena hukum (Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian). Karena itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan
terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut. Ketentuan ini secara mutatis mutandis
berlaku untuk penggabungan atau peleburan badan hukum lain.

Ayat (2)
Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau mengenai tanah dibuktikan
dengan akta PPAT.

Pasal 44
Ayat (1)
Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan

pendaftaran pertama. Dipandang dari sudut hak yang dibebani, pencatatannya dalam buku
tanah dan sertifikat tanah yang dibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 45

Ayat (1)
Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum.
Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang
bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu
apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan
sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran
tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan
hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta
PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47

Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputus.
Oleh karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertifikat baru.

Pasal 48

Ayat (1)
Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak
boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, misalnya ketentuan landreform (lihat ayat (4)).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak
tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemecahan tanah itu hanya
boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang
berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan.
Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak
tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil
pemecahan itu.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini
diundangkan adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian.

Pasal 49
Ayat (1)
Dalam pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang luas diambil sebagian
yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak

berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah
pemisahan, untuk membedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48.

Ayat (2)
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Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain,
perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak
bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi
pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama
memperoleh bagian. Dalam pembagian harta waris sering kali yang menjadi pemegang hak
individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati
oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa berlakunya tidak diperlukan
penegasan dari Pejabat yang berwenang.

Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti, bahwa yang melepaskan
adalah pemegang haknya, juga perlu diteliti apakah pemegang hak tersebut berwenang
untuk melepaskan hak yang bersangkutan.

Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukan persetujuan dari
kreditor yang bersangkutan.

Demikian juga ia tidak berwenang untuk melepaskan haknya, jika tanah yang bersangkutan
berada dalam sita oleh Pengadilan atau ada beban-beban lain.

Ayat (2)
Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat mengumumkan hapusnya hak yang

sertifikatnya tidak diserahkan kepadanya untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum
mengenai tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut.

Pasal 53

Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, karenanya menurut hukum
mengikuti peralihan piutang yang bersangkutan. Maka untuk peralihannya tidak diperlukan
perbuatan hukum tersendiri dan pendaftarannya cukup dilakukan berdasarkan bukti cessie,
subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yang dijamin.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis dari pemegang hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996.

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh
Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 56

Yang dimaksud pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya
berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan
maupun badan hukum.

Pasal 57
Ayat (1)
Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang lampau telah beberapa kali
dilakukan penggantian blangko sertifikat. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh

pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blangko
baru.

Diterbitkannya sertifikat pengganti dilakukan apabila dan sesudah semua ketentuan dalam
Bab VI Peraturan Pemerintah ini dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudah berpindah
kepada pihak lain, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar sertifikatnya hilang, permintaan

penggantian sertifikat yang hilang dilakukan oleh pemegang haknya yang baru dengan
pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu dibuat akta PPAT sertifikat tersebut masih ada.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
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Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa
sertifikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan
pemegang hak dalam rangka suatu perbuatan hukum tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Di daerah-daerah tertentu pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya

yang besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan. Sebubungan
dengan itu Menteri dapat menentukan cara pengumuman lain yang lebih murah biayanya.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum

mengenai tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertifikat yang
telah tidak berlaku.

Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai dengan ketentuan
yang berlaku hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang dengan telah
dimenangkannya lelang serta telah dibayarnya harga pembelian lelang.

Pasal 61
Ayat (1)

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)

Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah ini segera dapat dilaksanakan
di seluruh Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
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